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UNDANG-UNDANG NOMOR PENDIDIKAN TINGGI DI UIN PROF. K.H. 

SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO 

 

ABSTRAK 

Bodrohini  

NIM. 1717303051 

 

Program Studi Hukum Tata Negara 

Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto 

 

Kebebasan akademik merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu 
kebebasan berpendapat dan berpikir yang menjadi hal penting dalam 
penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga kemerdekaan seorang akademisi 
perlu dijaga dan dilindungi sehinggga dunia akademik dan ilmu pengetahuan 
dapat berkembang. Salah satu bentuk kebebasan akademik yakni kebebasan dalam 
melakukan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Tinggi. Namun dalam implementasinya di Indonesia masih 
ada pembatasan bagi peneliti maupun penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan kebebasan akademik tentang 
penelitian dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi di UIN Prof. K.H. Saifuddin 
Zuhri Purwokerto dan untuk mengetahui bagaimana kebebasan akasdemik sebagai 
wujud dari kebebasan berpendapat dan berpikir dalam hak asasi manusia. 

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library 
research). Bahan hukum primer penelitian adalah Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Data sekunder penelitian berupa buku, 
karya ilmiah, artikel, serta data yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian yang 
digunakan yaitu pendekatan yuridis-normatif dan metode analisa yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu normatif kualitatif. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kebebasan akademik dalam 
kerangka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi. Sebagaimana 
yang disebut Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yaitu didasari 
fakta dan data bukan kebebasan asal sebebas-bebasnya yang berdasar anggapan 
semata. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya pencemaran nama baik atau 
pemanfaatan kampus untuk tujuan non-pendidikan. Dalam hal ini, UIN Prof. K.H. 
Saifuddin Zuhri Purwokerto telah menerapkan kebijakan kebebasan akademik 
dengan pengembangan pengetahuan yang mengintegrasikan antara ilmu agama, 
budaya, dan seni dengan baik dan sesuai dengan konsep hak asasi manusia yaitu 
dengan wujud kebebasan bagi sivitas akademika dalam melakukan penelitian 
sesuai dengan kebijakan norma dan kaidah keilmuan. 
 
Kata Kunci: Kebijakan, Kebebasan Akademik, Undang-Undang Pendidikan 
Tinggi 
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MOTTO 

على ناصية الحلم و قاتل قف  

“Stand on the battlefront of your dream and fight for it” 
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KATA PENGANTAR 

نِ ٱلرٰحِيمِ  ِ ٱلرٰحْم ه
ه

 بسِْمِ ٱلٰلَّ

 

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan karunia-

Nya. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, tabi‟in dan seluruh umat islam 

yang senantiasa mengikuti seluruh ajarannya. Semoga kelak kita 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyususnan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Keudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u1987 

Tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan 

beberapa penyesuaian menjadi berikut:  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya 

dengan huruf latin: 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د
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 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g Ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a A ـَ

 Kasrah i I ـِ

 Dammah u U ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai 

berikut: 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يْ.َ..

 وْ.َ..
Fathah dan 

wau 

au a dan u 

Contoh: 

 kataba كَتبََ  -

 fa`ala فعََلَ  -

 suila سُئلَِ  -
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 kaifa كَيْفَ  -

 haula حَوْلَ  -

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

 ا.َ..ى.َ..
Fathah dan alif atau 

ya 
ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ى.ِ..

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas و.ُ..

Contoh: 

 qāla قاَلَ  -

 ramā رَمَى  -

 qīla  قيِْلَ  -

 yaqūlu  يقَوُْلُ  -

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 
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2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl   رَؤْضَةُ الأطَْفاَلِ  -

رَةُ  -  al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul  الْمَدِيْنةَُ الْمُنوََّ

munawwarah 

 talhah  طلَْحَةْ  -

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لَ  -  nazzala نزََّ

 al-birr البرُِّ  -

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال
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1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa 

sempang. 

Contoh: 

جُلُ  -  ar-rajulu  الرَّ

 al-qalamu الْقلَمَُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

 al-jalālu الْجَلالَُ  -

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah 

yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa 

alif. 
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Contoh: 

 ta’khużu تأَخُْذُ  -

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u النَّوْءُ  -

 inna إنَِّ  -

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

ازِقيِْنَ وَ إِ  - نَّ اللهَ فهَوَُ خَيْرُ الرَّ   Wa innallāha lahuwa khair ar-

rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بسِْمِ اللهِ مَجْرَاھاَ وَ مُرْسَاھاَ -

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana 

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 
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kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. 

Contoh: 

 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالمَِيْنَ  -

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

حِيْمِ  - حْمنِ الرَّ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm  الرَّ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفوُْر  رَحِيْم   -

ِ الأمُُوْرُ جَمِيْعًا -  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an  لِلهه

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal penting dalam suatu negara yang tidak boleh 

dikesampingkan. Karena salah satu tujuan negara adalah untuk dapat 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap 

warga negara Indonesia sehingga setiap warga negara berhak memperoleh 

pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya 

tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan 

gender.  

Pendidikan juga merupakan upaya untuk membantu manusia 

memperoleh kehidupan yang bermakna, sehingga diperoleh suatu 

kebahagiaan hidup baik secara individu maupun kelompok. Sebagai proses, 

pendidikan memerlukan sebuah sistem yang terprogram dan mantap, serta 

tujuan yang jelas agar arah yang dituju mudah dicapai. Pendidikan adalah 

upaya sengaja, pendidikan merupakan suatu rancangan dari proses suatu 

kegiatan yang memiliki landasan dasar yang kokoh, dan arah yang jelas 

sebagai tujuan yang hendak dicapai.
1
 

Menurut ahli pendidikan, Dewey memberikan pengertian mengenai 

konsep pendidikan, bahwa pendidikan sebagai proses pengalaman. Karena 

kehidupan adalah pertumbuhan. Pendidikan berarti membantu pertumbuhan 

batin tanpa dibatasi usia. Proses pertumbuhan ialah proses penyesuaian pada 

                                                           
1 Ummul Qura “Pendidikan Islam” Pendidikan, Vol. VI, No. 2, 2015, hlm.3. 



2 
 

 
 

tiap-tiap fase serta menambahkan kecakapan di dalam perkembangan 

seseorang.
2
 

Begitupun dalam Islam menggambarkan kegiatan bagi akademisi untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dengan kegiatan belajar dalam 

pendidikan. Yakni, pada ayat pertama dalam surat Al-’Alaq terdapat kata اٍقْرَا 

(iqra’) dimana Allah SWT melalui Malaikat Jibril memrintahkan kepada 

Muhammad untuk “membaca” (iqra’). Menurut Shihab (1997) iqra’ berasal 

dari akar kata yang berarti menghimpun. Dari menghimpun inilah lahir aneka 

makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui 

ciri-ciri sesuatu, dan membaca, baik teks tertulis maupun tidak. Berbagai 

makna yang muncul dari kata iqra’ tersebut sebenarnya secara tersirat 

menunjukkan perintah untuk melakukan kegiatan belajar, karena dalam 

belajar juga mengandung kegiatan-kegiatan seperti mendalami, meneliti, 

membaca dan lain sebagainya.
3
 

Dalam Undang Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 

memberikan penjelasan mengenai Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara.
4
 

                                                           
2 H.M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), hlm. 42. 
3 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 2. 
4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 
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Berkaitan dengan itu penjelasan mengenai pendidikan dan urgensi 

pendidikan untuk meningkatkan daya saing bangsa dan daya mitra bangsa 

Indonesia dalam era globalisasi, diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu 

mewujudkan dharma pendidikan, yaitu menghasilkan intelektual, ilmuwan 

dan/atau profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, dan 

berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran demi kepentingan 

bangsa dan umat manusia. Dalam rangka mewujudkan dharma Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat, diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu 

menghasilkan karya Penelitian dalam cabang Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi yang dapat diabdikan bagi kemaslahatan bangsa, negara, dan umat 

manusia. Dalam hal ini perguruan tinggi sebagai Instansi yang 

menyelenggarakan  pendidikan tinggi harus mampu meningkatkan mutu dan 

dapat dijangkau bagi  masyarakat sesuai dengan amanat Undang Undang 

Pendidikan Tinggi Nomor 12  Tahun 2012. 

Pada Undang-Undang Dasar (UUD) Pasal 31 ayat (5), disebutkan 

bahwa pemerintah diwajibkan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa 

untuk memajukan peradaban. Usaha untuk memajukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi ini tidaklah mungkin untuk terealisasi tanpa memberikan otonomi 

bagi lembaga yang diberikan tugas, dalam hal ini adalah lembaga riset serta 

perguruan tinggi. Penjelasan mengenai otonomi tersebut kemudian tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 
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(UU DIKTI).
5
 Artinya, secara konstitusional tidak ada satupun yang dapat 

menghambat bahkan memberangus kebebasan akademik setiap warga negara 

karena telah dijamin dan dilindungi oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi 

dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia (state 

fundamental norm). 

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi, 

tertera bahwa kebebasan akademik dan mimbar akademik merupakan hak 

yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Lebih spesifiknya, Pasal 8 ayat (1) 

menyebutkan bahwa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan 

otonomi keilmuan. Lebih lanjut pada pasal 9 ayat (1) yang menyatakan, 

kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas 

Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui 

pelaksanaan Tridharma. 

Pada pasal tersebut artinya bahwa kebebasan akademik merupakan hak 

sivitas akademika yang dilaksanakan dengan tanggung jawab. Sivitas 

akademika yang terkait dalam Pasal 9 ayat (1) juga termasuk mahasiswa. 

Jaminan kebebasan akademik yang dimiliki mahasiswa telah disebutkan 

dalam pasal 13 ayat (3) secara tegas disebutkan bahwa mahasiswa memiliki 

kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta 

bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik. Mahasiswa diharapkan 

                                                           
5 Mario Agritama, dkk, “Kebebasan Akademik dan Persoalan Pemberhentian Presiden”, 

BAKAD UAD, 2020, https://law.uad.ac.id/rilis-kajian-iv-bakad-uadkebebasan-akademik-dan-

persoalan-pemberhentian-presiden/, diakses pada 12 Januari 2022. 

https://law.uad.ac.id/rilis-kajian-iv-bakad-uadkebebasan-akademik-dan-persoalan-pemberhentian-presiden/
https://law.uad.ac.id/rilis-kajian-iv-bakad-uadkebebasan-akademik-dan-persoalan-pemberhentian-presiden/
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mampu memanfaatkan kebebasan akademik yang dimilikinya untuk 

mengembangkan dirinya dan universitasnya melalui penerapan dalam 

kegiatan akademik secara terus menerus hingga membentuk suatu budaya. 

Kebebasan akademik merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu 

mengenai kebebasan berpendapat dan berpikir. Sebagaimana Pasal 28E (3) 

UUD 1945 menyatakan bahwa semua orang berhak atas kebebasan 

berserikat, berkumpul, dan berbicara. Ayat tersebut menjadi bukti bahwa 

kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan diatur 

oleh hukum negara. 

Aturan di atas menekankan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak 

fundamental yang dijamin dan dilindungi oleh negara untuk hidup. 

Perwujudan kebebasan akademik dapat berupa tulisan, buku, diskusi atau 

karya pers. Setiap warga negara dapat secara sah mengungkapkan apa 

adanya, baik berupa tindakan-tindakan publik yang dilakukan oleh 

pemerintah maupun lembaga negara lainnya. UNESCO juga menyebtukan 

bahwa kebebasan akademik adalah kebebasan dalam mengajar dan berdiskusi 

serta kebebasan kebebasan dalam meneliti, menyebarluaskan, dan 

menerbitkan hasil riset. 

Salah satu dari bentuk kebebasan akademik yang dimiliki oleh sivitas 

akademika yakni kebebasan dalam meneliti atau melakukan penelitian. 

Perguruan tinggi memiliki kewajiban dalam melaksanakan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian masyarakat yang dituangkan dalam Tridharma 

sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 20 ayat 2 
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Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) dan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi. Sejalan dengan kewajiban 

tersebut, Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 pasal 45 

menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 

Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi melalui 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Ditjen 

Diktiristek) dan Ditjen Vokasi menyadari pentingnya peran penelitian di 

perguruan tinggi, serta terus berupaya memperbaiki mutu penelitian dan 

berkomitmen dalam pengembangan riset dan pengabdian kepada masyarakat 

yang menghasilkan inovasi yang menguntungkan berbagai stakeholders 

(pemerintah, industri, instansi terkait). Program penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat memberikan kesempatan kepada dosen di perguruan 

tinggi untuk berkolaborasi menghasilkan penelitian yang dapat menjadi solusi 

dan inovasi di tengah kebutuhan dan tantangan masyarakat. Serta hasil 

penelitian tersebut dapat dihilirasi melalui kegiatan pengabdian masyarakat. 

Dalam undang-undang pendidikan tinggi dinyatakan juga pada pasal 8 

ayat (3)  bahwa pelaksanaan kebebasan akademik merupakan tanggung jawab 

tiap Sivitas Akademika dan wajib dilindungi oleh pimpinan perguruan tinggi. 

Perlu digaris bawahi dalam ayat tersebut telah disebutkan, bahwa kebebasan 

akademik merupakan sesuatu yang perlu dilindungi oleh pimpinan perguruan 

tinggi, dalam artian bahwa jika terdapat pelanggaran terhadap kebebasan ini, 
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pimpinan perguruan tinggi diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan 

yang dianggap perlu untuk melindunginya. Namun masih terdapat beberapa 

pembatasan kebebasan akademik sehingga anggota sivitas akademika tidak 

bebas dalam menyatakan pemikirannya pada saat melakukan kegiatan 

akademik di Perguruan Tinggi. 

Pembatasan kebebasan penelitian akademik pernah terjadi pada masa 

rezim Soeharto yaitu dalam menerapkan pengawasan yang ketat untuk 

penelitian ilmiah. Peneliti yang ingin melakukan riset lapangan harus 

mendapatkan izin dari suatu badan urusan sosial politik di dalam 

Kementerian Dalam Negeri, sering disebut ‘sospol’ yang memiliki 

kewenangan melarang penelitian serta memegang suatu daftar hitam berisi 

peneliti dan penelitian yang ‘berbahaya’. Syarat tersebut pada akhirnya 

membuat peneliti menghindari topik riset yang kontroversial pada era Orde 

Baru, suatu hal yang dikhawatirkan dapat terjadi lagi.
6
 

Koordinator Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA) di tahun 

2021 mendampingi beberapa kasus pelanggaran kebebasan penelitian 

akademik, diantaranya serangan siber, represi terhadap aksi mahasiswa, serta 

kriminalisasi terhadap akademisi. Anggota Akademi Ilmuwan Muda 

Indonesia yang juga pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 

Herlambang Wiratraman, menyampaikan, kebebasan dan otonomi institusi 

akademik di Indonesia mendapat tekanan dari sejumlah pihak. Herlambang 

                                                           
6 Luthfi T. Dzulfikar, “UU Sisnas Iptek Mengingatkan Kembali Tentang Pembatasan 

Kebebasan Akademik di era Orde Baru, Kata Akademisi”, Th ie Cionviersaitiion, 

https://theconversation.com/uu-sisnas-iptek-mengingatkan-kembali-tentang-pembatasan-

kebebasan-akademik-di-era-orde-baru-kata-akademisi-125203, diakses pada 17 September 2023. 

https://theconversation.com/uu-sisnas-iptek-mengingatkan-kembali-tentang-pembatasan-kebebasan-akademik-di-era-orde-baru-kata-akademisi-125203,
https://theconversation.com/uu-sisnas-iptek-mengingatkan-kembali-tentang-pembatasan-kebebasan-akademik-di-era-orde-baru-kata-akademisi-125203,
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mengkhawatirkan perkembangan kebebasan akademik saat ini, khususnya 

peleburan sejumlah lembaga penelitian ke Badan Riset dan Inovasi Nasional 

(BRIN), peleburan itu dikhawatirkan merusak ekosistem dan kelembagaan 

riset melalui sentralisasi.
7
 

Tidak hanya mengancam perkembangan dunia ilmiah di Indonesia, 

sikap pemerintah yang menekan kalangan akademik juga menjauhkan bangsa 

ini dari kebijakan berbasis riset dan data yang bisa membawa kita ke 

peradaban yang lebih baik.
8
 Hal ini tidak sejalan dengan pijakan kebebasan 

akademik yakni dalam menerapkan penelitian harus bebas dari persoalan 

sampingan (administrasi, politik, dan agama).
9
 Persoalan yang diperhatikan 

justru mengenai kecermatan, kejujuran, kenalaran, dan metode penelitian. 

Beberapa peristiwa tersebut menandakan bahwa kebebasan akademik 

masih menjadi barang mahal bagi para akademisi di Indonesia. Faktanya, 

meski sudah terdapat payung hukum mengenai kebebasan akademik, 

perlindungan terhadap eksistensi kebebasan akademik belum diatur secara 

terperinci dalam sistem hukum Indonesia. Praktiknya, pemerintah seringkali 

lalai bahkan menjadi pihak yang mencederai terselenggaranya kebebasan 

akademik. Padahal, Pemerintah memiliki kewajiban dalam menjamin ruang 

kebebasan setiap warga negaranya dalam berpendapat, tidak terkecuali 

                                                           
7 Ahmad Arif, “Tekanan dan Ancaman terhadap Kebebasan Aikademik Menguat”, 

https://www.kompas.id/baca/ilmiah-populer/2022/02/04/tekanan-dan-ancaman-terhadap-

kebebasan-akademik-menguat, diakses pada 28 Februari 2023. 
8 Herlambang P. Wiratman, “Deportasi Peneliti Asing, Pembubaran Diskusi Kampus: 

Kuatnya Narasi Antisains Pemerintahan Jokowi”, https://theconversation.com/deportasi-peneliti-

asing-pembubaran-diskusi-kampus-kuatnya-narasi-antisains-pemerintahan-jokowi-131903, 

diakses pada 12 Januari 2022. 
9 Mada Sutapa, “Sebuah Refleksi Kebebasan Akademik Dalam Masyarakat Ilmiaih 

Perguruan Tinggi”, Manajemen Pendidikan, Nio. 2, 2010, hlm. 8. 

https://www.kompas.id/baca/ilmiah-populer/2022/02/04/tekanan-dan-ancaman-terhadap-kebebasan-akademik-menguat,
https://www.kompas.id/baca/ilmiah-populer/2022/02/04/tekanan-dan-ancaman-terhadap-kebebasan-akademik-menguat,
https://theconversation.com/deportasi-peneliti-asing-pembubaran-diskusi-kampus-kuatnya-narasi-antisains-pemerintahan-jokowi-131903,
https://theconversation.com/deportasi-peneliti-asing-pembubaran-diskusi-kampus-kuatnya-narasi-antisains-pemerintahan-jokowi-131903,
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mahasiswa, dosen, peneliti, maupun akademisi lainnya dalam menyuarakan 

suaranya. 

Dilihat dari sudut pandang HAM, praktik kontrol politik jelas 

merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi terhadap hak-hak asasi para 

Sivitas Akademika. Praktik tersebut merupakan bentuk distorsi yang 

bersumber dari pihak luar institusi perguruan tinggi contohnya kontrol politik 

dari pemerintah. Dalam bentuk lain, pelanggaran dapat juga dilakukan oleh 

pihak internal perguruan tinggi contohnya pelanggaran moral atau norma 

keilmuan. Pelanggaran terhadap kebebasan akademik membawa pengaruh 

negatif terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan tinggi  yang sehat. 

Dalam rangka mewujudkan dharma perguruan tinggi yang tertuang 

pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 

yang di dalamnya menjelaskan tentang Kebebasan Akademik, salah satunya 

yakni kebebasan dalam meneliti, di mana dalam setiap perguruan tinggi 

diberikan otonomi untuk mengatur kebijakan penyelenggaraan pendidikan 

masing-masing perguruan tinggi di Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada kesempatan kali ini, 

penulis ingin mengetahui bagaimana kebijakan penelitian yang berlaku di 

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan bentuk implementasinya, 

yang akan dibahas lebih lanjut permasalahan tersebut dengan mengangkat 

judul “Implementasi Kebijakan Kebebasan Akademik dalam Undang-

Undang Pendidikan Tinggi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto” 
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B. Definisi Operasional 

Untuk membatasi penelitian dan mempermudah pengerjaan serta 

pemahaman dalam penelitian ini, diperlukan penjelasan mengenai istilah-

istilah penting yang akan banyak ditemui nantinya. Penjelasan yang 

termaktub dalam kerangka definisi operasional ini akan menggambarkan 

hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.
10

 

Definisi-definisi ini berguna untuk menjadi pedoman atau pengarah yang 

lebih konkrit.
11

 Diantaranya : 

1. Kebijakan 

Kebijakan adalah kompas atau pedoman untuk mencapai tujuan yang 

ditentukan sebelumnya. Kebijakan sebagai sebuah pedoman terdiri atas 

dua nilai luhur, yaitu pertama kebijakan harus cerdas (inteligent), yang 

secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu cara yang mampu 

menyelesaikan masalah sesuai dengan masalahnya. Jadi sebuah kebijakan 

harus disusun setelah meneliti data dan disusun dengan cara-cara ilmiah. 

Kedua, kebijakan haruslah “bijaksana”, yaitu menyelesaikan masalah 

tanpa membuat masalah (baru). Selain itu, kebijakan publik haruslah 

memberikan harapan kepada semua pihak bahwa kebijakan akan 

membawa kearah perubahan yang lebih baik dari sekarang.
12

 Dalam 

konteks penelitian ini yang dimaksud dengan Kebijakan adalah kebijakan 

                                                           
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 

2012), 132. 
11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum.., hlm. 133. 
12 Carolina Magdalena Lasambouw, “Analisis Kebijakan Tentang Otonomi Perguruan 

Tinggi Dailam Bentuk Badan Hukum Pendidikann”, Sigma-Mu Vol.5, No. 2,  (2013), hlm. 2. 
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yang berlaku dalam kebebasan akademik bidang penelitian ilmiah dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi di UIN 

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

2. Kebebasan Akademik 

Kebebasan Akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika dalam 

Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui 

pelaksanaan Tridharma.
13

 Kebebasan akademik yaitu kebebasan yang 

dimiliki oleh civitas akademika untuk melakukan kegiatan ilmiah yang 

berupa penulisan hasil studi, penelitian, diskusi, dan sebagainya, yang 

memenuhi kriteria keilmuan. Dalam pengertian lain, kebebasan akademik 

diartikan sebagai Kebebasan yang dimiliki oleh pribadi-pribadi anggota 

sivitas akademika (mahasiswa dan dosen) untuk bertanggung jawab dan 

mandiri yang berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni yang mendukung pembangunan nasional.  

Kebebasan akademik meliputi kebebasan menulis, meneliti, 

menghasilkan karya keilmuan, menyampaikan pendapat, pikiran,gagasan 

sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni, dalam kerangka akademis. 

Norma hukum yang berkaitan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 8 dan 9 mengenai 

kebebasan akademik, pasal 45 dan 46 mengenai penelitian wajib 

dipublikasin. Dalam hal ini kebebebasan akademik yang dimaksud 

                                                           
13 Undang-Undang Nomor 12 Taihun 2012 Pasal 9 ayat  (1). 
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menyangkut kebebasan akademik mahasiswa dan dosen mengenai 

penelitian ilmiah di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

3. Pendidikan Tinggi 

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program 

magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, 

yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan 

bangsa Indonesia.
14

 Norma hukum Undang-Undang Pendidikan Tinggi 

yang berkaitan dalam penelitian ini yaitu Penyelenggaraan pendidikan 

tinggi pada Pasal 6 dan Pasal 7 tentang prinsip dan tanggung jawab 

penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pasal 11 Pasal 12 dan Pasal 13 

mengenai Sivitas Akademika. 

C. Rumusan Masalah 

Untuk memberikan fokus penelitian pada penulisan ini maka, penulis 

membatasi pokok bahasan Kebijakan Kebebasan Akademik dalam Penelitian. 

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka 

secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi kebijakan kebebasan akademik penelitian dalam 

Undang-Undang Pendidikan Tinggi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto ? 

2. Bagaimana kebebasan akademik sebagai wujud dari kebebasan berpedapat 

dan berpikir dalam hak asasi manusia ? 

                                                           
14 Undang-Undang Nomor 12 Taihun 2012 Pasal 1 ayat (2). 
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D. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai 

dengan latar belakang dan rumusan masalah yang  diuraikan diatas. Maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: 

1. Untuk mengetahui impelementasi kebijakan kebebasan akademik 

penelitian yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 

di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

2. Untuk mengetahui kebebasan akademik sebagai wujud dari kebebasan 

berpendapat dan berpikir dalam hak asasi manusia 

E. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian terhadap Implementasi kebijakan kebebasan akademik 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.  

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan 

pertimbangan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi pada kebijakan kebebasan akademik bidang 

penelitian di UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan birokrat 

dalam menerapkan kebijakan sehingga efektivitas dan implementasi 

kebijakan dapat dirasakan. 
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2. Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

serta bahan-bahan informasi kepustakaan khususnya dalam bidang 

ketatanegaraan yang berkaitan dengan kebebasan akademik dalam 

Perguruan Tinggi, dan kaitan perlindungan atas kebebasan akademik 

dalam hak asasi manusia. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi para akademisi bidang hukum di seluruh Indonesia 

sebagai referensi pembelajaran yang dapat menjadi dorongan untuk lebih 

berpikir kritis dalam mengkaji dan menganalisis terutama dalam lingkup 

permasalahan pengelolaan Perguruan Tinggi. 

F. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka mengenai kebebasan akademik Pendidikan Tinggi sudah 

terdapat beberapa peneliti yang menulis berdasarkan tema yang sama secara 

garis besar. Namun fokus penelitian dan detail pembahasan mengenai 

kebijakan kebabasan akademik Perguruan Tinggi  masih sangat jarang 

dijumpai. Penulis merasa tulisan ini akan memiliki sudut pandang dan 

pembahasan yang cukup berbeda dengan peneliti-peneliti yang sudah 

dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran 

kepustakaan (library reaserch) yang dilakukan oleh penulis, terdapat 

beberapa teori sebagai titik tolak (the turning point) dan penelitian terdahulu 

yang memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan. 
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1. Skripsi oleh Delpedro Marhaen Rismansyah 

Penelitian yang dilakukan oleh Delpedro Marhaen Rismansyah 

dengan judul “Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan dalam Sistem 

Pemerintahan Demokrasi Pancasila (Studi Kasus Webinar Constitutional 

Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta).” 

Fokus penelitian tersebut adalah tentang studi kasus yang melanggar 

kebebasan akademik dan otonomi keilmuan yang sejatinya telah diatur 

dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kasus 

tersebut yakni melakukan teror pada penyelenggaraan webinar yang 

merupakan tindakan melawan hukum, bertentangan dengan demokrasi 

Pancasila dan melanggar hak asasi manusia untuk kebebasan berbicara, 

berpendapat dan berkumpul.
15

 Dalam penelitian tersebut terdapat 

persamaan dengan penelitian penulis yaitu subjeknya sama-sama 

membahas tentang kebebasan akademik. Sementara perbedaan dalam 

penelitian tersebut yaitu pada penelitian tersebut fokus pada studi kasus 

pelanggaran kebebasan akademik, sementara pada penelitian ini penulis 

fokus pada implementasi kebebasan akademik bidang penelitian di 

universitas. 

2. Skripsi oleh Sara Sabila Fildzah 

Penelitian yang dilakukan oleh Sara Sabila Fildzah dengan judul 

“Kebebasan Akademik di Perguruan Tinggi di Indonesia Sebagai Wujud 

                                                           
15

 Delpedro Marhaen Rismansyah, “Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan dalam 

Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila (Studi Kasus Webinar Constitutional Law Society 

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)”, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Hukum 

Universitas Tarumanegara, 2022). 
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dari Kebebasan Berpikir dan Berpendapat dalam HAM”.
16

 Penulis 

menemukan polemik dalam implementasi kebebasan akademik di 

perguran tinggi, bahwa masih terdapat beberapa pembatasan kebebasan 

akademik dalam lingkup perguruan tinggi sehingga anggota sivitas 

akademika tidak bebas dalam menyatakan pemikirannya pada saat 

melakukan kegiatan akademik di Perguruan Tinggi. Terdapat beberapa 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebebasan 

akademik namun belum di implementasikan. Sehingga terdapat 

kesenjangan antara aturan dengan kenyataan yang terjadi pada saat ini. 

Maka fokus penelitian pada penelitian tersebut yaitu menganalisis wujud 

dari kebebasan akademik sebagai bagian dari HAM dan upaya yang 

dilakukan untuk menjamin perlindungan terhadap kebebasan akademik di 

Indonesia. Persamaan pada penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas 

mengenai kebebasan akademik dan pentingnya perlindungan pada sivitas 

akademika. Perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut berfokus pada 

kesenjangan kebebasan akademik dalam peraturan yang berlaku dengan 

kenyataan di lapangan, sedangkan dalam penelitian ini penulis fokus 

dengan penerapan kebebasan akademik yang telah diatur oleh undang-

undang. 

3. Jurnal oleh Dwi Nur Nikmah 

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nur Nikmah dengan judul 

“Hubungan Sikap Ilmiah, Kebebasan Akademik, dan Etika Akademik 

                                                           
16 Sara Sabila Fildzah, “Kebebasan Akademik di Perguruan Tinggi di Indonesia Sebagai 

Wujud dari Kebebasan Berpikir dan Berpendapat dalam HAM”, Skripsi, (Bandung: Fakultas 

Hukum Universitas Katolik Parahyangan), 2017. 
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dengan Budaya Akademik Mahasiswa”.
17

 Fokus penelitian pada penelitian 

tersebut adalah menganalisis tentang sikap ilmiah, kebebasan akademik, 

dan etika akademik yang berhubungan dengan budaya akademik 

mahasiswa di Universitas Negeri Malang (UM). Hasil di lapangan 

menujukan bahwa hubungan variabel sikap ilmiah dengan budaya 

akademik Hubungan variabel sikap ilmiah dengan budaya akademik 

mahasiswa UM memperoleh signifikansi 0,000 < 0,05 yang artinya sikap 

ilmiah berkontribusi secara siginifikan dengan budaya akademik. Sikap 

ilmiah yang tinggi menunjukkan bahwa kompetensi SDM yang dimiliki 

UM baik, hal tersebut dapat saja dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti 

pelayanan kampus, dan peran dosen dalam membimbing mahasiswanya, 

sehingga mahasiswa UM dapat bersaing dengan mahasiswa dari 

universitas unggulan lain. Terdapat persamaan dalam penelitian tersebut 

yaitu subjeknya kebebasan akademik. Perbedannya pada penelitian 

tersebut yaitu pada penelitian tersebut fokus penelitian pada penerapan 

sikap ilmiah dan budaya akademik, sementara pada penelitian ini fokus 

penulis yaitu penerapan pada kebebasan akademik bidang penelitian 

ilmiah. 

G. Metode Penelitian 

M ietiodie Pienielitian adalah suatu cara untuk miemiecahkan masalah ataupun 

cara miengiembangkan ilmu p iengietahuan d iengan mienggunakan mietiod ie 

                                                           
17

 Dwi Nur Nikmaih, “Hubungain Sikaip Ilmiaih, Kiebiebaisain Aikaidiemik, dain iEtika i 

Aikaidiemik d iengain Budaiya i Aikaidmik Ma ihaisiswai”, Kaijiain T ieiori da in Praiktik K iepiendidika in Viol.4, 

Nio.1, 2019.. 
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ilmiah.
18

 Mietiodie P ienielitian sangat mutlak dip ierlukan dalam p ienulisan suatu 

karya tulis ilmiah, t iermasuk salah satunya adalah skripsi. Dalam dunia 

akadiemisi hukum, mietiod ie pienielitian harus mienggunakan mietiodie ilmiah 

s iehingga dapat miembierikan jawaban ilmiah yang miemiliki k iebienaran yang 

kiemudian dapat diuji dan dip iertanggungjawabkan k ieabsahannya. T ierkait 

diengan itu, mietiodie p ien ielitian dalam p ienulisan karya tulis ilmiah ini akan 

dij ielaskan tientang j ienis p ienielitian, p iendiekatan p ienielitian, bahan hukum, dan 

analisis bahan hukum. 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan 

adalah pustaka (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya 

menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya 

dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang 

ada didalamnya. Dimana dalam penelitian ini penulis mencari data dengan 

membaca peraturan perundang-undangan terkait kebebasan akademik, 

membaca buku panduan pelaksanaan program penelitian yang penulis 

dapatkan secara langsung dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta 

literatur lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti yaitu kebijakan 

kebebasan akademik dalam penelitian. 

 

 

                                                           
18 Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normaitif dan iEmpiris, 

(Jaikarta: Kencana, 2016), hlm. 3. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menjabarkan data-

data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta 

doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.
19

 

Obyek yang ada kemudian diteliti dengan pendekatan masalah 

menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). 

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang 

dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam 

mietodie p iendiekatan p ierundang-undangan p ienieliti p ierlu miemahami 

hiierarki, dan Asas-Asas dalam p ieraturan p ierundang-undangan. M ienurut 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.12 Tahun 2011, p ieraturan 

pierundang-undangan adalah p ieraturan tiertulis miemuat norma hukum yang 

miengikat s iecara umum. 

Dari p iengiertian tiersiebut, s iecara singkat dapat dikatakan bahwa 

yang dimaksud s iebagai statutie bierupa liegislasi dan r iegulasi. Jika 

diemikian, p iendiekatan p ieraturan p ierundang-undangan adalah p iendiekatan 

mienggunakan liegislasi dan riegulasi.
20

 

 

 

                                                           
19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normaitif, (Jaikarta: 

PT.Grafindo, 2010), hlm. 98. 
20 Peter Maihmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jaikarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 

137. 
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3. Sumbier Data 

Sumbier data dan/atau bahan hukum mierupakan bagian yang sangat 

pienting dalam p ienielitian hukum s iebab digunakan s iebagai sarana dalam 

upaya miendapatkan jawaban atas isu hukum yang dihadapi. Dalam 

pienielitian ini, p ienulis hanya mienggunakan data s iekundier untuk 

miendapatkan hasil yang obyiektif. Data siekundier mierupakan data yang 

s iecara tidak langsung yang miembierikan bahan kajian p ien ielitian dan bahan 

hukum yang b ierupa dokumien, arsip, p ieraturan pierundangan dan b ierbagai 

liieratur lainnya. Data s iekundier ini dipierolieh dari : 

a. Bahan hukum primier, yang mierupakan bahan-bahan hukum yang 

miengikat yang t ierdiri dari p ieraturan p ierundang-undangan yang 

bierkaitan d iengan obyiek pienielitan.
21

 

Dalam pienielitian ini, bahan hukum prim ier yang digunakan adalah: 

a) Undang-Undang Dasar N iegara Riepublik Indon iesia Tahun 1945; 

b) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 T ientang Sistiem 

P iendidikan Nasional; 

c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 t ientang P iendidikan 

Tinggi; 

d) P ieraturan P iemierintah Nomor 4 Tahun 2014 T ientang 

P ienyielienggaraan P iendidikan Tinggi dan Piengielolaan P ierguruan 

Tinggi; 

                                                           
21 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2012), 13. 
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e) P ieraturan M ient ieri P iendidikan, K iebudayaan, Ris iet, dan 

Tieknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tientang P ienjaminan Mutu 

P iendidikan Tinggi; 

f) P ieraturan M ientieri Agama Nomor 55 Tahun 2014 T ientang 

P ienielitian Dan P iengabdian K iepada Masyarakat Pada P ierguruan 

Tinggi K ieagamaan; 

g) P ieraturan M ientieri Agama Nomor 34 Tahun 2021 t ientang Statuta 

UIN Profiesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. 

b. Bahan hukum s iekundier mierupakan bahan hukum yang mieliputi 

buku hukum yang ditulis ol ieh para ahli hukum, s iepierti kamus, 

skripsi, jurnal dan tiesis hukum, s ierta komientar undang-undang dan 

lainnya.
22

 P ienulis mienggunakan buku-buku dan karya ilmiah 

bierkaitan d iengan k iebiebasan akad iemik yang dijabarkan d iengan tieori 

politik hukum dan hak asasi manusia s ierta buku dan karya ilmiah 

miengienai kiebijakan p ienielitian. 

c. Bahan hukum t iersiier, mierupakan bahan hukum yang miembierikan 

pietunjukatau informasi t ierhadap bahan hukum primier dan bahan 

hukum s iekundier, s iepierti Kamus, iEnsiklopiedia, Glossary.
23

 Dalam 

pienielitian ini p ienulis mienggunakan miedia intierniet browsing mielalui 

w iebsitie artikiel maupun b ierita kabar yang tiersiedia. 

 

                                                           
22  Dyah Ochtoriani Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legail Research), hlm. 

52. 
23 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Abadi, 

2004), hlm. 82. 
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4. Tieknik P iengumpulan Data 

Dalam pienielitian ini, t ieknik piengumpulan data yang digunakan 

adalah diengan studi k iepustakaan bierupa p ieraturan pierundang-undangan, 

tielaah artikiel ilmiah, karya ilmiah sarjana, jurnal ilmiah dan juga mielalui 

intierniet browsing dalam mienielusuri surat kabar yang miembierikan 

informasi guna tierbientuknya karya tulis ini. 

5. M ietodie Analisis Data 

M ietodie analisis data yang digunakan dalam p ienielitian ini 

mienggunakan mietod ie normatif kualitatif. Normatif kar iena p ienielitian ini 

biertitik tolak dari p ieraturan p ierundang-undangan yang ada s iebagai norma 

hukum positif. Kualitatif yaitu mienjabarkan data, miengintierprietasikan s ieta 

mienafsirkan bahan hasil p ienielitian b ierdasarkan pada p iengiertian hukum, 

norma hukum, asas-asas hukum dan t ieori-tierori ilmu hukum yang r ielievan 

diengan p iermasalahan yang diajukan.
24

 Analisa kualitatif pada dasarnya 

miemp iergunakan p iemikiran logis, analisa d iengan logika, d iengan induksi, 

dieduksi, analogi, komparasi dan s iej ienis itu.
25

 Dalam hal ini, p ienulis akan 

mienganalisa impl iemientasi k iebijakan k iebiebasan akadiemik yang diatur 

dalam Undang-Undang P iendidikan Tinggi dalam hal p ienielitian d iengan 

kiebijakan p ienielitian yang ada di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwokierto. 

                                                           
24 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jaikarta: Ghalia Indonesia, 

2003), hlm. 89. 
25 Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jaikarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1995), hlm. 95. 
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H. Sistematika Penelitian 

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis, terbagi dalam 4 (empat) 

bab dengan subab, dengan sistematika sebagai berikut:  

BAB 1 Pendahuluan, bab ini merupakan pengantar bagi pembaca agar 

memiliki gambaran terhadap kelanjutan penelitian ini. Dalam bab ini terdapat 

8 (delapan) pembahasan. Pertama, latar belakang masalah yang berisikan 

permasalahan dan alasan penelitian. Kedua, definisi operasional yang 

merupakan penegasan terhadap istilah  yang akan digunakan di dalam 

penelitian, agar pembahasan tidak meluas dan terfokus. Ketiga, rumusan 

masalah yang merupakan penegasan dari latar belakang masalah dan 

merupakan penegasan fokus penelitian. Keempat, tujuan penelitian, yaitu 

kontribusi yang dapat diberikan dari adanya penelitian yang dilakukan. 

Kelima, manfaat penelitian, yaitu kontribusi yang dapat diberikan dari adanya 

penelitian ini. Keenam, telaah pustaka, berisi tentang penelusuran teori dan 

literatur yang ada sebelumnya dan berkaitan dengan objek penelitian. Ketujuh, 

metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam 

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema dan analisis data. 

Kedelapan, sistematika penulisan, merupakan akhir daripada bab pertama 

yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai penelitian 

ini. 

BAB 2 Tinjauan Umum, dalam bab ini akan membahas terkait 

landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis penulis dalam melakukan 
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penelitian, yakni Teori Implementasi Kebijakan dan Konsep Hak Asasi 

Manusia. 

BAB 3 Pembahasan dalam hal konsep kebijakan kebebasan akademik 

penelitian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi. 

BAB 4 Hasil penelitian, dalam bab ini akan berisi hasil penelitian 

penulis mengenai analisis implementasi kebijakan kebebasan akademik 

tentang penelitian di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

BAB 5 Penutup, Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari sub-bab 

kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, penulis akan memberikan 

kesimpulan yang sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan dalam 

penelitian ini. Merespon kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran 

sebagai kontribusi sumbangsih dalam memecahkan masalah. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKADEMIK DAN 

HAK ASASI MANUSIA 

A. Implementasi Kebijakan 

1. Pengertian Implementasi 

Istilah Impliemientasi s iecara umum diartikan dalam Kamus B iesar 

Bahasa Indioniesia yang b ierarti pielaksanaan atau p ienierapan. Istilah 

impliemientasi biasanya dikaitkan d iengan suatu k iegiatan yang 

dilaksanakan untuk miencapai tujuan t iertientu. Salah satu upaya 

miewujudkan dalam suatu sist iem adalah impl iemientasi.  

Menurut Solichin Abdul Wahab, implementasi adalah tindakan 

yang dilakukan oleh seorang individu atau oleh pejabat, pemerintah atau 

kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam suatu 

keputusan kebijakan. 

Menurut widodo, implementasi berarti menyediakan sarana untuk 

melaksanakan suatu kebijakan dan kemungkinan mempunyai dampak 

atau pengaruh terhadap sesuatu.
26

 

Menurut Mulyadi, implementasi mengacu pada tindakan untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. 

Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut 

menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-
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perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan 

sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya 

pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.  

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan 

dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:
27

 

a. Tahapan pengesahan peraturan perundangan. 

b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana. 

c. Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan. 

d. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak. 

e. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana. 

f. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui 

bahwa pengertian implementasi meurpakan suatu proses yang berkaitan 

dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu 

organisasi dan institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara 

dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-

program yang akan dijalankan. 

2. Pengertian Kebijakan 

Pada dasarnya t ierdapat banyak p ienj ielasan d iengan batasan-

batasan atau piengiertian miengienai k iebijakan. S iecara umum k iebijakan 

atau dalam bahasa inggris s iering kita d iengar istilah piolicy dip iergunakan 

untuk mienunjukkan p ierilaku s ies ieiorang aktior misalnya s ieiorang p iejabat, 

                                                           
27

 Iwan Apriandi, “Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syariat Islam di 

Kota Langsa”, Tesis, (Medan: Program Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Medan Area, 

2017). 



 

 
 

suatu kieliompiok, maupun l iembaga tiertientu untuk miemiecahkan masalah 

yang s iedang tierjadi. Dalam Kamus B iesar Bahasa Ind ioniesia, k iebijakan 

adalah rangkaian k ions iep dan asas yang mienjadi garis b iesar dan dasar 

riencana dalam p ielaksanaan suatu p iekierjaan, kiepiemimpinan, dan cara 

biertindak (tientang p iemierintahan, iorganisasi, dan s iebaginya); p iernyataan 

cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud s iebagai garis p iedioman untuk 

manaj iemien dalam usaha miencapai sasaran.
28

 

M ienurut N ioieng Muhadjir, k iebijakan mierupakan upaya 

miemiecahkan pr iobliem s iosial bagi k iepientingan masyarakat atas asas 

kieadilan dan k ies iejahtieraan masyarakat. Dan dalam k iebijakan s ietidaknya 

harus miemienuhi iempat hal p ienting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat 

mieningkat, (2) tierjadi k ieadilan; By Th ie Law, siocial justicie, dan p ieluang 

priestasi dan kr ieasi individual, (3) dib ierikan p ieluang aktif partisipasi 

masyarakat (dalam miembahas masalah, p ieriencanaan, k ieputusan, dan 

impliemientasi), dan (4) t ierjaminnya piengiembangan k iebierlanjutan.
29

 

Budi Winarnio dan S iolichin Abdul Wahab, s iebagaimana dikutip 

iolieh Abd. Madjid dalam bukunya, m iengartikan istilah k iebijakan ini 

pienggunaanya s iering dip iertukarkan d iengan istilah-istilah lain s iepierti 

tujuan (gioals), pr iogram, k ieputusan, undang-undang, kietientuan-

kietientuan, standar, pr iopiosal, dan grand diesign. S iedangkan mienurut 

Charlies iO. J ionies, k iebijakan adalah s iebuah k ietietapan yang b ierlaku yang 

                                                           
28 KBBI, https://kbbi.k iemdikbud.gio.id/ ientri/kiebijaikain, paidai ta inggail 5 Fiebruairi 2024. 
29 Nioieng Muhaidjir, Ilmu Piendidika in dain Pierubaihain Siosiail. T ieiori Piendidika in Piela iku S iosiail 

Krieaitif. (Yiogyaikairtai: Raikai Sairaisin, 2000), hlm. 15. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan


 

 
 

dicirikan iolieh pierilaku yang k ionsistien yang b ierulang, baik iolieh yang 

miembuatnya maupun iolieh mierieka yang mienaatinya.
30

 

Liebih lanjut, mienurut Tioha yang dikutip iolieh Abdullah 

Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani dalam jurnalnya, m ienyatakan 

bahwa kiebijakan mierupakan praktika s iosial, k iebijakan bukan ievient yang 

tunggal atau tieris iolir. Diengan d iemikian, k iebijakan mierupakan s iesuatu 

yang dihasilkan p iemierintah yang dirumuskan b ierdasarkan dari siegala 

kiejadian yang t ierjadi di masyarakat. K iejadian tiersiebut ini tumbuh dalam 

praktika kiehidupan b iermasyarakat, dan bukan mierupakan p ieristiwa yang 

bierdiri siendiri, tierisiolasi, dan asing bagi masyarakat.
31

 

Bierdasarkan p iendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa k iebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan atau tidak 

dilakukan iolieh s ies ieiorang, suatu k ieliomp iok atau p iemierintah yang di 

dalamnya tierdapat unsur k ieputusan bierupa upaya p iemilihan diantara 

bierbagai altiernatif yang ada guna miencapai maksud dan tujuan t iertientu. 

3. Implementasi Kebijakan 

P iemahaman umum m iengienai impliemientasi k iebijakan dapat 

dipieriolieh dari p iernyataan Grindl ie, bahwa impl iemientasi mierupakan pr ios ies 

umum tindakan administratif yang dapat dit ieliti pada tingkat pr iogram 

tiertientu. Impliemientasi k iebijakan mienghubungkan antara tujuan dan 
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riealisasinya d iengan hasil k iegiatan p iemierintah. Impliemientasi k iebijakan 

dipierlukan untuk mielihat k iepatuhan k ieliompiok sasaran kiebijakan. 

Olieh kariena itu, dilihat dari p ierspiektif p ierilaku, k iepatuhan 

kieliompiok sasaran mierupakan faktior p ienting yang mienientukan 

kiebierhasilan impliemientasi kiebijakan. Piemahaman ini s iejalan d iengan 

pandangan Ripliey dan Frankin bahwa untuk miendukung k iebierhasilan 

kiebierhasilan impl iemientasi kiebijakan p ierlu didasarkan pada tiga asp iek, 

yaitu: 1) tingkat k iepatuhan bir iokrasi di atasnya atau tingkatan bir iokrasi, 

s iebagaimana diatur dalam undang-undang, 2) adanya k ielancaran rutinitas 

dan tidak adanya masalah; s ierta 3) p ielaksanaan dan dampak (manfaat) 

yang dikiehiendaki dari s iemua priogram.
32

 

Dari piendapat di atas, dapat dik ietahui bahwa impl iemientasi 

kiebijakan mierupakan salah satu tindakan untuk miencapai tujuan yang 

tielah diriencanakan siebielumnya tierhadap p iengambilan k ieputusan. 

Impliemientasi kiebijakan adalah tahapan yang p ienting dalam r iealisasi 

kiebijakan s iecara k iompr iehiensif. Kar iena k iebijakan yang t ielah ditientukan 

tanpa impliemientasi siebuah k ions iep tidak akan piernah tierwujudkan. 

4. Konsep Kebijakan Mutu Akademik Pendidikan Tinggi 

Program bidang akademik di perguruan tinggi diarahkan untuk 

menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan mampu 

bersaing melewati batas nasional dan mengarah pada batas internsional. 

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki 
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peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan 

nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan Indonesia yang 

berkelanjutan. Dalam rangka peningkatan mutu akademik pendidikan 

tinggi, perlu dilakukan dengan menjaga siklus pengelolaan pendidikan 

yang utuh dan sesuai dengan harapan pengguna. 

Dalam memutuskan atau menetapkan kebijakan di bidang mutu 

akademik pendidikan tinggi , dilakukan melalui prosedur yang sesuai 

dengan kaidah pengambilan keputusan dalam rangka penetapan kebijakan 

publik, yaitu:
33

 

1. Berangkat dari adanya keprihatinan di bidang mutu akademik 

pendidikan tinggi. 

2. Melibatkan diri dalam menemukan fakta mutu akademik pendidikan 

tinggi. 

3. Memperjelas masalah yang terkait mutu akademik pendidikan tinggi. 

4. Mempertimbangkan alternatif kebijakan yang memungkinkan. 

5. Mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin muncul sebagai akibat 

dipilihnya kebijakan mutu akademik pendidikan tinggi. 

6. Menetapkan kriteria pemilihan kebijakan. 

7. Menetapkan pilihan kebijakan mutu akademik perguruan tinggi. 

8. Mengevaluasi pilihan yang telah ditetapkan. 
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Pengembangan bidang akademik mengacu pada rencana strategis 

kementerian pendidikan nasional dan selalu disertai dengan inovasi 

pendidikan yang didukung dengan peningkatan infrastruktur, perangkat 

lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan perguruan 

tinggi dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadi 

institusi sehat tingkat nasional dan memberikan kontribusi sesuai standar 

akademik di tingkat regional dan internasional. Pelaksanaan pendidikan 

dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan 

yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen, ke fokus pada 

pembelajaran oleh mahasiswa (student centered learning). Porsi 

pembelajaran yang berbasis pada permasalahan di lapangan (problem-

based learning) dan hasil-hasil penelitian hendaknya ditingkatkan secara 

berkelanjutan.
34

 

B. Kebebasan Akademik 

1. Pengertian Kebebasan Akademik 

Konsep kiebiebasan akad iemik, pada dasarnya diakui dan dih iormati 

s iecara univiersal. iOrganisasi P iendidikan, Ilmu P iengietahuan, dan 

K iebudayaan P iersierikatan Bangsa-Bangsa atau s iering dik ienal d iengan 

UNiESCiO miendiefinisikan k iebiebasan akad iemik s iebagai hak yang dimiliki 

iolieh akadiemisi di p ierguruan tinggi atas k iebiebasan dalam miengajar dan 

bierdiskusi, k iebiebasan untuk mielakukan p ienielitian dan m ienyiebarluaskan 

dan mienierbitkan hasil p ienielitian, k iebiebasan untuk miengiemukakan 
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piendapat tientang institusi p iendidikan tinggi, k iebiebasan dari p ienyiens ioran 

yang b iersifat institusi ional dan k iebiebasan untuk b ierpartisipasi dalam 

badan-badan pierwakilan akad iemik.
35

 

Mas Achmad Icksan, miengungkapkan bahwa k ieb iebasan akad iemik 

itu mienyangkut dua wilayah p ierhatian: (1) kiebiebasan akad iemik, yaitu 

kiebiebasan yang dimiliki iolieh liembaga p iendidikan tinggi untuk 

mielaksanakan fungsinya tanpa dicampuri iolieh kiekuasaan luar, (2) 

kiebiebasan mimbar akad iemik, yaitu k iebiebasan s ies ieiorang di dalam 

univiersitas untuk b ielajar, miengajar dan mielaksanakan p ien ielitian s ierta 

miengiemukakan p iendapatnya s iehubungan d iengan k iegiatan tiersiebut, 

tanpa ada piembatasan k iecuali dari dirinya s iendiri.
36

 

Liebih lanjut, Mahfud MD dalam tulisannya m iengungkapkan 

bahwa kiebiebasan akadiemik mierupakan s iesuatu yang sangat fundamiental 

di dalam masyarakat p ierguruan tinggi dalam rangka miembieri jalan bagi 

lahirnya pikiran-pikiran ilmiah dari kaum int iel iektual kampus yang 

krieatif dan pr ioduktif d iengan gagasan-gagasan barunya. D iengan 

kiebiebasan akadiemik int ieliektual kampus miemiliki k iebiebasan untuk 

mielaksanakan fungsinya s iebagai akad iemisi atau miengimpliemientasikan 

tugas-tugas univiersitas tanpa diintierviensi iolieh kiekuasaan luar.
37
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Russel Kirk, seorang budayawan konservatif menyatakan definisi 

yang diberikan WY Couch tentang kebebasan akademik adalah definisi 

yang terbaik yang pernah ditemuinya. Couch mengatakan bahwa 

kebebasan akademik adalah: “Prinsip yang dirancang untuk melindungi 

guru dari aneka bahaya (resiko) yang cenderung mencegah atau 

menghambat kewajiban yang ia pikul di tengah medan pencarian 

kebenaran”.
38

 

2. Kebebasan Akademik dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi 

Di Indioniesia, k iebiebasan akad iemik s ielalu dan dapat dikaitkan 

diengan Pasal 28 iE ayat (3) Undang-Undang Dasar N iegara R iepublik 

Indioniesia Tahun 1945, yang b ierbunyi: “Sietiap iorang b ierhak atas 

kiebiebasan biersierikat, b ierkumpul dan miengieluarkan piendapat.” 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi juga menjamin dan mengatur mengenai kebebasan akademik. Hal 

ini dijelaskan pada pasal 8 yang b ierbunyi: 

“Dalam p ienyielienggaraan P iendidikan dan p iengiembangan Ilmu 

P iengietahuan dan T ieknioliogi b ierlaku k iebiebasan akad iemik, 

kiebiebasan mimbar akad iemik, dan iOtion iomi K ieilmuan. 

P iengiembangan Ilmu P iengietahuan dan T ieknioliogi dilakukan iolieh 

Sivitas Akad iemika mielalui p iembielajaran dan/atau p ienielitian 

ilmiah d iengan mienjunjung tinggi nilai-nilai agama dan p iersatuan 

bangsa untuk k iemajuan p ieradaban dan k ies iejahtieraan umat 

manusia.” 

Perlindungan terhadap kebebasan akademik disebutkan pada 

pasal 3, yang berbunyi: “Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan 
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tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan 

difasilitasi oleh pemimpin perguruan tinggi.” 

C. Pendidikan Tinggi 

1. Pengertian Pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, 

magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah 

tinggi, institut, atau universitas. Pendidikan tinggi sebagai bagian dari 

sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta 

pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi, disebutkan tujuan dari pendidikan tinggi, yaitu: 

a. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berakhlakul mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, 

kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. 

b. Dihasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan 

dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan 

peningkatan daya saing bangsa. 



 

 
 

c. Dihasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui peneitian yang 

memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora agar bermanfaat 

bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan 

umat manusia. 

d. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan 

karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

2. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip: 

a. Pencarian kebenaran ilmiah oleh sivitas akademika 

b. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, 

kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa. 

c. Pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca 

tulis bagi sivitas akademika. 

d. Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung 

sepanjang hayat. 

e. Keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas mahasiswa 

dalam pembelajaran. 

f. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan meperhatikan 

lingkungan secara selaras dan seimbang. 

g. Kebebasan dalam memilih program studi berdasarkan minat, bakat, 

dan kemampuan mahasiswa. 



 

 
 

h. Satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan 

multimakna. 

i. Keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara 

ekonomi. 

j. Pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta 

dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan 

tinggi. 

3. Tridharma Perguruan Tinggi 

  Tridharma perguruan tinggi adalah konsep yang menjadi pedoman 

bagi perguruan tinggi dalam melakukan tugas dan fungsinya. Konsep ini 

pertama kali dikenalkan oleh departemen pendidikan dan kebudayaan, 

yang kemudian disahkan menjadi suatu pedoman melalui beberapa 

kebijakan. Tridharma perguruan tinggi terdiri dari tiga pilar, yaitu 

pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada 

masyarakat.  

a. Pendidikan dan pengajaran, merupakan pilar pertama dan utama 

dalam tridharma perguruan tinggi. Pada pilar ini, perguruan tinggi 

memiliki peran untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar 

dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki 

kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan 

industri. 

b. Penelitian, adalah pilar kedua dalam tridharma perguruan tinggi. 

Melalui pilar ini, perguruan tinggi dituntut untuk melakukan 



 

 
 

penelitian yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. 

c. Pengabdian kepada masyarakat, sebagai pilar ketiga, pilar ini 

mencerminkan peran perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi 

positif kepada masyarakat melalui berbagai program pengabdian. 

4. Sivitas Akademika 

Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari 

dosen dan mahasiswa. Sivitas akademika berkewajiban memelihara dan 

mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sebagai proses dan produk serta sebagai amal 

dan paradigma moral. 

a. Dosen, sebagai anggota sivitas akademika memiliki tugas 

mentrasformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang 

dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar 

dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan 

potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan 

suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran 

dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya. Dosen secara 

perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku 

teks, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi dan/atau publikasi 

ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan 

budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas 

akademika. Hak dan kewajiban dosen juga telah diatur dalam 



 

 
 

undang-undang tersendiri, yakni pada Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2005 

b. Mahasiswa, sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai 

insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam 

mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi 

intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. Mahasiswa 

memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan 

akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya 

akademik. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati 

norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tridharma 

dan pengembangan budaya akademik. 

A. Hak Asasi Manusia 

1. Pengertian Hak Asasi Manusia 

Secara harfiyah, kata hak berarti kewenangan untuk melakukan 

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.Adapun kata Asasi berarti berasal 

dari kata asas yang berarti dasar, alas, dan fondasi, yaitu ‘sesuatu yang 

menjadi tumpunan berpikir atau berpendapat’. Kemudian kala itu 

mendapat imbuhan akhiran ‘i’ lalu menjadi asasi. Kata asasi bermakna 

sesuatu yang bersifat dasar atau pokok. Secara istilah, kata hak asasi 

berarti kewenangan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang melekat 



 

 
 

pada diri orang itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan 

hidupnya.
39

 

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah droits 

de l’homme dalam bahasa Prancis atau Human Rights dalam bahasa 

Inggris, yang artinya “hak manusia”. Pengertian secara teoritis dari hak 

asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia yang 

melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau hak-

hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Illahi. Berarti hak-hak asasi 

manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya 

yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu Hak Asasi 

Manusia bersifat luhur dan suci.
40

 

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi 

sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta 

jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan 

martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau 

fundamental. Istilahhak asasi mansuia sediri berasal dari istilah droits 

I’home (Prancis), menslijkerecten (Belanda), fitrah (Arab) dan human 

right (Inggris). Istilah human right semula berasal dari right of human 

yang menggantikan istilah naturalright yang selanjutnya oleh Eleanor 
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Roosevelt diubah dengan diubah dengan istilah human right yang 

memiliki konotasi lebih nertral dan universal.
41

 

Prinsip-prinsip umum tentang Hak Asasi Manusia yang 

dicanangkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 

tahun 1948 dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan 

penegakkan HAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang bergabung dalam 

badan tertinggi dunia itu hingga saat ini. Prinsip-prinsip umum tersebut 

dikenal Universal Declaration of Human Rights (pernyataan semesta 

tentang Hak Asasi Manusia).
42

 

Deklarasi tersebut bukanlah sebuah dokumen yang secara sah 

mengikat, dan beberapa ketentuan yang menyimpang dari peraturan-

peraturan yang ada dan diterima secara umum. Walaupun demikian 

beberapa ketentuan mengatur prinsi-prinsip umum hukum atau 

menggambarkan pandangan pokok tentang perikemanusiaan. Dan lebih 

penting lagi statusnya sebagai suatu pedoman yang dapat dipercaya, yang 

dihasilkan Majelis Umum, tentang interprestasi terhadap secara tidak 

langsung benar-benar sah, dan dianggap oleh Majelis Umum dan 

beberapa kali hukum bagian dari undang-undang Perserikatan Bangsa-

Bangsa.  

Dengan demikian deklarasi tersebut merupakan suatu standar 

pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan semua negara dengan tujuan 
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bahwa setiap orang dan badan dalam masyarakat, dengan senantiasa 

mengingat pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan 

mendidik untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan 

kebebasan-kebebasan ini. 

Selanjutnya, Hak Asasi Manusia yang dianggap sebagai hak yang 

dibawa sejak seseorang lahir kedunia itu sebenarnya adalah anugerah dari 

Tuhan Yang Maha Pencipta (hak yang bersifat kodrati). Karena tidak ada 

satu kekekusaanpun di dunia dapat mencabutnya. Meskipun demikian, 

menurut Baharuddin Loppa, bukan berarti manusia dengan hak-haknya 

iru dapat berbuat semena-mena.
43

 Sebab, apabila seseorang melakukan 

sesuatu yang dapat dikatagorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka 

ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Jadi hak asasi 

mengandung kebebasan secara mutlak tanpa mengindahkkan hak-hak 

dan kepentingan orang lain. Karena itu HAM atas dasar yang paling 

fundamental, yaitu hak kebebasan dan persamaan. Dari kedua dasar ini 

pula lahir HAM yang lainnya. 

2. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia 

Bermacam prinsip telah menjiwai hak asasi manusia internasional, 

yang kini telah diperoleh nyaris pada seluruh kesepakatan atau perjanjian 

internasional dan telah diterapkan pada hak yang lebih luas. Ada 

beberapa asas atau dasar (prinsip) hak asasi manusia yaitu:
44

 

a) Prinsip Universal (Universality) 
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44 Ani Purwanti dan Shidarta, Dkk, Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Keadilan 
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Prinsip universal adalah bahwa semua orang, di seluruh 

belahan dunia, tidak peduli apa agamanya, apa kewarganegaraan 

mereka, bahasa apa, etnis apa, terlepas dari identitas politik dan 

antropologis mereka, dan terlepas dari status disabilitas mereka, tidak 

ada perbedaan dan semua memiliki hak yang sama sebagai manusia. 

Penegasan prinsip ini melalui Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program 

Aksi yang berbunyi, “Semua hak asasi manusia bersifat universal, tak 

terpisahkan, saling bergantung (all human rights are universal, 

indivisible, interdependent and interelated)”. Disini dapat dipastikan 

bahwa manusia diseluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai 

entitas manusia itu sendiri. Siapa pun dan dimanapun menetap dan 

sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.
45

 

b) Prinsip Tak Terbagi (Indivisibility) 

Prinsip indivisibility diartikan sebagai “semua hak asasi 

manusia sama pentingnya dan oleh karena itu tidak diperbolehkan 

untuk menghilangkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari 

bagiannya”. Prinsip universal dan prinsip tak terbagi menjadi dua 

prinsip suci yang paling penting. Keduanya merupakan simbol utama 

dalam peringatan 50 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 

(DUHAM) all human rigths for all (semua hak asasi manusia untuk 

manusia).
46

 

c) Prinsip Saling Bergantung (Interdependent) 
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Prinsip atau asas saling ketergantungan artinya pemenuhan 

kategori hak tertentu akan selalu bergantung pada pemenuhan hak 

lainnya. Misalnya, hak atas pekerjaan bakal berpegang pada 

pemenuhan hak atas pendidikan. Jadi bisa tidaknya penyandang 

berkebutuhan khusus (disabilitas) bekerja, tergantung oleh negara. 

Contoh lain seperti hak untuk pendidikan, apakah pendidikannya 

dipenuhi atau tidak.  

d) Keterkaitan (Interrelated) 

Keterkaitan dalam prinsip hak asasi manusia adalah 

merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lain. Dengan bahasa yang 

lain, seluruh kategori hak asasi manusia adalah satu paket, satu 

kesatuan.
47

 

e) Kesetaraan (Equality) 

Prinsip kesetaraan merupakan prinsip yang paling mendasar 

atau fundamental dari hak asasi manusia. Prinsip kesetaraan 

mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, yang ada pada situasi 

yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, 

pada situasi tertentu (yang berbeda) diperlakukan dengan berbeda 

pula.
48

 

f) Non-Diskriminasi (Non-Discrimination) 

Diskriminasi terjadi jika setiap orang diperlakukan atau 

memiliki kesempatan yang tidak setara seperti inequality before the 
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law, inequality of treatment, or education opportunity, dan lain-lain. 

Diskriminasi kemudian dimaknai sebagai a situation is 

discriminathory of inequalif like situation arevtreated similarity 

(sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi 

sama diperlakukan secara berbeda dan atau situasi berbeda 

diperlakukan secara sama). Prinsip non-diskriminasi kemudian 

menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia.
49

 

g) Martabat Manusia (Human Dignity) 

Arahan utama disepakatinya serta dikodifikasikannya oleh 

hukum HAM adalah untuk membenarkan bahwa seluruh insan dapat 

hidup dengan bermartabat. Setiap insan harus saling menghormati satu 

dengan lainnya, dan dihargai keberadaannya. Jika seseorang memiliki 

hak, itu berarti dia bisa menjalani hidup yang bermartabat. Jika hak 

seseorang dicabut, maka ia tidak diperlakukan dengan bermartabat.
50

 

h) Tanggung Jawab Negara (State’s Responsibility) 

Pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap HAM 

adalah tanggung jawab negara. Aktor utama dalam negara yang 

dibebankan kewajiban untuk keseluruhan aspek hak asasi manusia 

masyarakat adalah aparatur pemerintah. Hakikat tersebut dicatat pada 

semua kovenan dan konvensi HAM nasional dan internasional.
51

 

Dari penjelasan diatas, penulis menegaskan terkait teori hak asasi 

manusia sebagai kerangka analisis terhadap kebebasan akademik di dalam 
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perguruan tinggi. Apakah perguruan tinggi telah menjamin kebebasan 

akademik serta bagaimana penerapannya di lingkungan kampus, khususnya 

pada penelitian ini yaitu Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto.  
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BAB III 

KONSEP KEBEBASAN AKADEMIK PENELITIAN DALAM UNDANG-

UNDANG PENDIDIKAN TINGGI DAN PERSPEKTIF HAK ASASI 

MANUSIA 

 

A. Konsep Kebebasan Akademik Dalam Undang-Undang Pendidikan 

Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 

Pada penjelasan Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 

Tahun 2012 menyatakan bahwa pada tataran praktis bangsa Indonesia juga 

tidak terlepas dari persaingan antar-bangsa di satu pihak dan kemitraan 

dengan bangsa lain di pihak lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya 

saing bangsa dan daya mitra bangsa Indonesia dalam era globalisasi, 

diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mewujudkan dharma pendidikan, 

yaitu menghasilkan intelektual, ilmuan dan/atau professional yang berbudaya, 

kreatif, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh, serta berani membela 

kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat manusia. Dalam rangka 

mewujudkan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

diperlukan pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan karya penelitian 

dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diabadikan bagi 

kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia. 

Perguruan tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan 

tinggi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, harus memiliki otonomi 

dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi berlaku 



 

 
 

kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. Dengan 

demikian perguruan tinggi dapat menembangkan budaya akademik bagi 

sivitas akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa 

dan mampu melakukan interaksi yang mengangkat martabat bangsa Indonesia 

dalam pergaulan internasional.
52

 

Pada lintasan sejarah sosial pendidikan, definisi kebebasan akademis 

muncul sesuai dengan kepakaran dan tinjauan yang diberikan ahli tersebut. 

Misalnya kebebasan akademis didefinisikan sebagai tiadanya pengekangan, 

hukuman, dan intimidasi berkenaan dengan pengkajian, penelitian, pengujian 

lisan dan pandangan mereka terhadap pengetahuan betapapun kuno dan 

subversifnya. 

Kebebasan akademik merupakan tiang penyangga kehidupan perguruan 

tinggi. Kebebasan akademik, sebagaimana disebutkan oleh UNESCO, adalah 

kebebsan dalam mengajar dan berdiskusi serta kebebasan dalam meneliti, 

menyebarluaskan, dan menerbitkan hasil riset.
53

 

Kebebasan akademik berkaitan erat dengan fungsi universitas atau 

perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan 

tinggi para warganya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh universitas 

dalam bentuk penelitian dapat digunakan untuk memperkuat mutu 

pendidikan, untuk pengabdian kepada masyarakat dan untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan itu sendiri. Sebuah universitas yang hanya 
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mengkonsentrasikan diri pada pengajaran tanpa mengimbanginya dengan 

kegiatan penelitian sebagai wujud kegiatan ilmiah tidak dapat dipandang 

sebagai universitas dalam arti sesungguhnya.
54

 

Oleh karena itu birokrasi univeritas pada hakikatnya merupakan 

kegiatan pengaturan dan pelayanan bagi terselenggaranya pendidikan tinggi, 

penelitian ilmiah, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mendorong, 

mengembangkan, dan memantapkan kebebasan ilmiah. Kebebasan ilmiah 

yang dapat disebtu atau mencakup kebebasan akademik dapat memberi 

jaminan bagi warga civitas akademika perguruan tinggi untuk menghasilkan 

temuan-temuan ilmiahnya yang objektif yang dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan maupun untuk keperluan pembangunan 

masyarakat. 

Terkait dengan kebebasan akademik juga sudah dijamin di dalam 

konstitusi. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ke I, II, III, dan IV 

disebutkan bahwa “Negara memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk 

kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Kebebasan 

akademik tesebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Perguruan Tinggi merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan 
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tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
55

 

K ionsiep kiebijakan k iebiebasan akad iemik ini dijamin dan diatur s iecara 

spiesifik dalam p ieraturan p ierundangan di Ind ioniesia yaitu dalam Undang-

Undang N iomior 12 Tahun 2012 T ientang P iendidikan Tinggi yang b ierisikan 

miengatur tientang k iebiebasan akad iemik, k iebiebasan mimbar akad iemik, dan 

iotioniomi kieilmuan, pada Pasal 8 yang b ierbunyi: 

“Dalam p ienyielienggaraan P iendidikan dan p iengiembangan Ilmu 

P iengietahuan dan T ieknioliogi bierlaku k iebiebasan akad iemik, kiebiebasan 

mimbar akadiemik, dan iOtioniomi K ieilmuan. P iengiembangan Ilmu 

P iengietahuan dan T ieknioliogi dilakukan iolieh Sivitas Akad iemika mielalui 

piembielajaran dan/atau p ienielitian ilmiah diengan mienjunjung tinggi 

nilai-nilai agama dan p iersatuan bangsa untuk k iemajuan p ieradaban dan 

kies iejahtieraan umat manusia.” 

K iebiebasan akad iemik juga mierupakan s iesuatu hal yang p ierlu 

dilindungi iolieh pimpinan p ierguruan tinggi. Hal ini t iertiera pada Pasal 8 ayat 

(3) Undang-Undang P iendidikan Tinggi, yang bierbunyi: 

“Pielaksanaan kieb iebasan akad iemik, k iebiebasan mimbar akad iemik, dan 

iotioniomi k ieilmuan di P ierguruan Tinggi mierupakan Tanggung jawab 

pribadi Sivitas Akad iemika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi iolieh 

pimpinan P ierguruan Tinggi”. 

Ayat tiersiebut mienj ielaskan, bahwa jika tierdapat p ielanggaran tierhadap 

kiebiebasan ini, pimpinan p ierguruan tinggi diwajibkan untuk mielakukan 

tindakan-tindakan yang dianggap pierlu untuk mielindunginya.  

Hukum piositif di Ind ioniesia sudah miengakui adanya k iebiebasan 

akadiemik, k iebiebasan mimbar akad iemik, dan iotion iomi k ieilmuan. 
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S iebagaimana bunyi Pasal 9 Undang-Undang N iomior 12 Tahun 2012 yang 

mienyatakan: 

“Kiebiebasan akad iemik mierupakan k iebiebasan Sivitas Akad iemika 

dalam P iendidikan Tinggi untuk m iendalami dan miengiembangkan Ilmu 

P iengietahuan dan Tieknioliogi s iecara b iertanggung jawab mielalui 

pielaksanaan Tridharma. K iebiebasan mimbar akad iemik mierupakan 

w iew ienang pr iofies ior dan/atau D ios ien yang miemiliki iot ioritas dan 

wibawa ilmiah untuk mienyatakan s iecara tierbuka dan b iertanggung 

jawab miengienai s iesuatu yang b ierkienaan d iengan rumpun ilmu dan 

cabang ilmunya. iOtioniomi kieilmuan mierupakan iotioniomi Sivitas 

Akadiemika pada suatu cabang Ilmu P iengietahuan dan/atau Tieknioliogi 

dalam mieniemukan, miengiembangkan, miengungkapkan, dan/atau 

miempiertahankan k iebienaran ilmiah mienurut kaidah, mietiodie k ieilmuan, 

dan budaya akadiemik. 

Kebebasan akademis berdasarkan Pasal 9 UUPT sebagai kebebasan 

yang dimiliki oleh akademika bagi yang ingin melakukan pendalaman dan 

pengembangan IPTEK yang dilakukan secara akuntabel berdasarkan 

wewenang professor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa 

ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai 

sesuatu yang berkenaan secara terbuka dan bertanggun jawab mengenai 

sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya, dan 

otonomi keilmuan merupakan otonomi civitas akademika pada suatu cabang 

ilmu pengetahun dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, 

mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut 

kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
56

 

Dari pasal tiersiebut pula k ietientuan-kietientuan yang t iermaktub dalam 

Undang-Undang N iomior 12 Tahun 2012 tientang P iendidikan Tinggi dan 

kiebiebasan akadiemik tientu b ierlaku juga untuk mahasiswa. Kar iena, mahasiwa 
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biersama d iengan dios ien dan d iengan tienaga k iepiendidikan adalah bagian dari 

sivitas akadiemika di p ierguruan tinggi. 

P ienjielasan tientang mahasiswa s iebagai bagian dari sivitas akad iemika 

tielah t iertuang pada Pasal 13 Undang-Undang P iendidikan Tinggi, yang 

bierbunyi: 

“Mahasiswa siebagai angg iota Sivitas Akad iemika dip iosisikan s iebagai 

insan d iewasa yang miemiliki k iesadaran s iendiri dalam m iengiembangkan 

piotiensi diri di P ierguruan Tinggi untuk mienjadi intieliektual, ilmuwan, 

praktisi, dan/atau pr iofiesiional. Mahasiswa siecara aktif 

miengiembangkan p iotiensinya d iengan mielakukan p iembielajaran, 

piencarian kiebienaran ilmiah, dan/atau p ienguasaan, p iengiembangan, dan 

piengalaman suatu cabang Ilmu P iengietahuan dan/atau T ieknioliogi untuk 

mienjadi Ilmuwan, int ieliektual, praktisi, dan/atau pr iofiesiional yang 

bierbudaya. Mahasiswa miemiliki k iebiebasan akad iemik d iengan 

miengutamakan p ienalaran dan akhlak mulia s ierta biertanggung jawab 

s iesuai diengan budaya akadiemik.” 

Dari pasal tiersiebut dapat dik ietahui, bahwa mahasiswa s iebagai bagian 

dari sivitas akad iemika b ierhak miendapatkan piendidikan yang b ierkualitas dari 

pierguruan tinggi untuk miembientuk karaktier dan p iotiensinya. S iehingga 

kiediepannya lulusan-lulusan yang hadir dari l iembaga p iendidikan ini bisa 

mienjadi insan yang b iermutu s ierta bisa miengiembangkan dan miengamalkan 

ilmu s ierta piotiensi yang mierieka miliki.  

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan akademik pada 

perguruan tinggi merupakan sesuatu yang fundamental untuk mengembakan 

pikiran-pikiran atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu kebebasan 

akademik merupakan bentuk ekspresi terhadap kajian rumpun keilmuan yang 

sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Adanya kebebasan akademik 



 

 
 

juga merupakan bentuk akomodir terhadap hak-hak asai manusia berupa 

kebebasan dalam menyatakan pendapat. 

B. Konsep Kebijakan Kebebasan  Penelitian dalam Undang-Undang 

Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 

Dalam Tridharma P ierguruan Tinggi b ierisikan tiga k iewajiban dasar 

yang harus dip ienuhi iolieh P ierguruan Tinggi. Dalam artian, k iewajiban dasar 

tiersiebut mierupakan p ioin krusial yang harus mierieka impliemientasikan s iebagai 

bagian dari sivitas akad iemika. P ieraturan miengienai p ielaksanaan dari pr iogram 

ini tiercantum dalam Undang-Undang N iomior 12 Tahun 2012 t ientang 

P iendidikan Tinggi, yang tiertulis bahwa: 

“Pierguruan Tinggi bierkiewajiban mienyielienggarakan p iendidikan, 

pienielitian dan piengabdian kiepada masyarakat”. 

 

Dalam p ienielitian ini, p ienulis miemfiokuskan pada k ions iep kiebijakan 

kiebiebasan akadiemik tientang P ienielitian. P ienielitian di p ierguruan tinggi 

diarahkan untuk miengiembangkan ilmu p iengietahuan dan t ieknioliogi, s ierta 

mieningkatkan k ies iejahtieraan masyarakat dan daya saing bangsa s iepierti yang 

dij ielaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang N iomior 12 Tahun 2012 t ientang 

P iendidikan Tinggi, yang bierbunyi: 

“Bahwa pienielitian di p ierguruan tinggi diarahkan untuk 

miengiembangkan ilmu p iengietahuan dan tieknioliogi, s ierta mieningkatkan 

kies iejahtieraan masyarakat dan daya saing bangsa. Pien ielitian dilakukan 

iolieh Sivitas Akad iemika s iesuai diengan iotioniomi kieilmuwan dan 

budaya akad iemik.” 

P ienielitian yang sudah dijalankan maka hasil p ien ielitiannya wajib 

untuk dis iebarluaskan, s iebab d iengan d iemikian akan m iembuktikan iorisinalitas 



 

 
 

data dan hasil p ienielitian. Hal ini juga diatur dalam pasal 46 Undang-Undang 

P iendidikan Tinggi, yang bierbunyi: 

“Hasil Pienielitian wajib dis iebarluaskan d iengan cara dis ieminarkan, 

dipublikasikan, dan/atau dipat ienkan iolieh P ierguruan Tinggi, k iecuali 

hasil P ienielitian yang b iersifat rahasia, miengganggu, dan/atau 

miembahayakan k iepientingan umum.” 

S ielanjutnya, b ierkaitan d iengan hal itu, k iebijakan t ientang p ienielitian 

juga dijamin pada P ieraturan M ientieri Ris iet, Tieknioliogi, dan P iendidikan Tinggi 

Riepublik Indioniesia (P iermien Ristiek Dikti) N iomior 53 Tahun 2023 tientang 

P ienjaminan Mutu P iendidikan Tinggi, s iebagai p ieraturan baru yang 

dikieluarkan iolieh M ientieri P iendidikan Nadiiem Makarim, pada Pasal 1 

mienyiebutkan bahwa Standar Nasi ional Piendidikan Tinggi adalah satuan 

standar mieliputi standar nasi ional p iendidikan ditambah d iengan standar 

pienielitian dan standar p iengabdian masyarakat. 

K iemienterian Agama juga miengatur k iebijakan p ienielitian pada 

P ierguruan Tinggi K ieagamaan yang b ierprinsip pada k ieb iebasan akad iemik 

dalam Pasal 2 P ieraturan M ientieri Agama N iomior 55 Tahun 2014 t ientang 

P ienielitian dan P iengabdian Masyarakat pada P ierguruan Tinggi K ieagamaan, 

yang b ierbunyi: 

“Pienielitian dan P ierguruan Tinggi K ieagamaan b ierdasarkan pada 

prinsip: Ilmiah; manfaat; ietika dan n iorma agama; k iebiebasan 

akad iemik; tanggung jawab; k iejujuran; kiebajikan dan; in iovatif.” 

Liebih lanjut, pada Pasal 3 m iengatur miengienai tujuan p ienielitian pada 

P ierguruan Tinggi K ieagamaan, yaitu: 

“Miengiembangkan ilmu agama, miengiembangkan ilmu p iengietahuan 

dan tiekniol iogi, miengiembangkan budaya dan s ieni, miengiembangkan 

budaya akad iemik, dan m iengatasi p iersioalan k iehidupan dan 

kiemanusiaan.” 



 

 
 

C. Kebebasan Akademik Sebagai Wujud Dari Kebebasan Berpendapat dan 

berpikir Dalam Hak Asasi Manusia 

Kebebasan akademik harus dipahami sebagai seperangkat hak dan 

kewajiban dengan tetap bertanggung jawab kepada masyarakat. Mampu 

berbicara bebas tentang masalah-masalah etika, budaya, sosial, ekonomi, 

dan lain-lain. Menurut Abdullah Ali, kebebasan akademik adalah bagian 

dari kebebasan yang bertanggung jawab yang tidak terpisahkan dari 

kebebasan setiap warga negara. Ada tiga konsep dalam melaksanakan 

kebebasan akademik. Pertama, sebagai peneliti dosen harus bebas. Kedua, 

sebagai pemikir asli dosen harus bebas tanpa terikat hal-hal yang berlaku di 

masa lalu. Terakhir, sebagai penyebar gagasan kedua setelah sebelumnya 

ada orang lain yang mengemukakannya, dosen dalam beberapa hal 

mungkin bebas namun dalam beberapa hal lainnya mungkin tidak bebas.
57 

Dalam konteks kebebasan akademik, dosen merupakan guru yang 

haus akan pembaruan dan selalu berupaya memperbarui pengetahuannya 

melalui pertemuan ilmiah, studi literatur, dan produktif mengaktualisasikan 

kepakarannya via publikasi serta selalu tanggap dan responsif terhadap 

persoalan yang ada di masyarakat terkait dengan bidang keilmuannya. Di 

sisi lain mahasiswa bebas belajar, mengikuti pandangan yang disampaikan 

dalam perkuliahan dan bebas menilai materi yang diberikan dosennya. 

Mereka tidak boleh dipaksa untuk menerima pendapat atau gagasan 

tentang filosofi, politik dan isu-isu lain.
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Kemerdekaan seorang akademisi, intelektual adalah satu kondisi 

pokok yang mesti dijaga dan dilindungi sehingga dunia akademik, ilmu 

pengetahuan dapat berkembang. Perkembangan ilmu pengetahuan menjadi 

dasar yang penting bagi pembangunan sumber daya manusia dan juga 

pembangunan peradaban suatu bangsa. 

Konsep kebebasan sangat berkaitan dengan hak asasi manusia. Hal ini 

dikarenakan, sebagaimana ditunjukan oleh Hohfeld, dengan disandangnya 

hak maka kebebasan yang dimiliki meluas. Misalnya saat kita memiliki hak 

berbicara maka kita memiliki kebebasan untuk berbicara tentang apa yang 

ada dalam benak kita. Namun apa yang dimaksud dengan kebebasan bisa 

dikatakan cukup berbeda dengan hak karena cenderung tidak diatur secara 

jelas dengan hukum. 

Isaiah Berlin memberikan dua konsep kebebasan, yaitu kebebasan 

negatif dan kebebasan positif. Menurut Dworkin “tidak menghalangi apa 

yang orang lain ingin lakukan” atau dengan kata lain “kebebasan itu adalah 

hadirnya pilihan, bukan tindakan”. Dari pengertian itu setidaknya dapat 

diberi contoh kebebasan apa saja yang masuk kategori di atas. Misalnya 

dalam kaitannya dengan kebebasan untuk bicara, berekspresi dan 

berkumpul dituntut untuk tidak ada pembatasan, baik dari pihak pemerintah 

maupun individu.
58
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Sejak awal kemerdekaan Indonesia, gagasan demokrasi dan 

kemerdekaan fundamental telah menjadi bagian cita-cita yang dituangkan 

di dalam konstitusi dan sistem kenegaraan. Lebih lanjut, ide itu juga 

semakin berkembang di dalam UUD 1945 hasil amandemen sebagaimana 

di dalam pasal 28 E dan F. Salah satu jaminan hak yang diatur dalam 

undang-undang adalah hak untuk berpendapat dan menyatakan pikiran 

yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) 

tentang hak asasi manusia terdapat pada di Pasal 28 E sebagai berikut: 

1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut 

agamanya, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih 

kewarganegaraan, memilih temapt tinggal, di wilayah negara 

dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 

2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 

menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 

3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat. 

Lebih lanjut, pada Pasal 28 F UUD 1945 yang berbumyi: 

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan menerima 

informasi untuk mengembangkan kepribadian dan lingkungan 

sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, menyimpan, 

mengolah, dan menyampaikan informasi melalui segala saluran 

yang tersedia” 

 



 

 
 

Penafsiran pasal ini diperhatikan dalam Undang-Undang  Publik 

No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi, Pasal 1 yang berbunyi: 

“Kebebasan mengeluarkan pendapat dengan lisan, tulisan dsb. 

Secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku” 

Kebebasan berekspresi dalam UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 

1998 menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dalam UUD 1945 

merupakan hak asasi hidup yang dijamin dan dilindungi oleh negara. 

Indonesia juga meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, 

Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya serta berbagai instrumen 

internasional hak asasi manusia yang menjamin kemerdekaan 

berpendapat, berekspresi maupun kemerdekaan individu lain yang 

menjadi prasyarat pokok demokrasi dan HAM. Di dalam penjelasan 

umum pasal 13 Kovenan ini diatur “...anggota komunitas akademik, 

secara individu atau kolektif, bebas untuk mengejar, mengembangkan 

dan menyampaikan pengetahuan dan gagasan, melalui penelitian, 

pengajaran, studi, diskusi, dokumentasi, produksi, pembuatan atau 

penulisan.”
59

 

Pada aturan di atas menekankan bahwa kebebasan berpendapat 

adalah hak fundamental yang dijamin dan dilindungi oleh negara untuk 

hidup. Perwujudan kebebasan akademik dapat berupa tulisan, buku, 

diskusi atau karya pers. Setiap warga negara dapat secara sah 
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mengungkapkan apa adanya, baik berupa tindakan-tindakan publik yang 

dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya. 

Kebebasan berpendapat yang ada di Indonesia adalah salah satu 

bagian dari hak asasi manusia yang mana hal tersebut dilindungi dan 

dijamin oleh negara. Namun pengutaraan pendapat ini haruslah dengan 

etika agar tidak menimbulkan perpecahan atau melanggar kebebasan 

orang lainnya. Oleh karenanya, dalam menyampaikan pendapat harus 

menganalisa dan menguji kebijakan yang akan diprotes atau dikritik 

terlebih dahulu. 

Kebebasan akademik dibatasi untuk tidak melakukan penistaan 

kepada orang lain (harrasment), merugikan hak orang lain (detrimental 

other people rights), berbohong, fitnah dan tindak pidana lainnya. Di 

kampus misalnya, karya ilmiah diuji apakah datanya valid, apakah ada 

atau tidak tindakan penjiplakan (plagiarism), memanipulasi metodologis 

dan data. Karena itu, semestinya pelanggaran mesti diuji terlebih dahulu 

oleh badan etik akademik atau komunitas ilmiah  tersebut dan tidak serta 

merta menjadi obyek hukum pudana (kriminalisasi).
60

 

Tidak bisanya diterimanya pembatasan, pengancaman, 

kriminalisasi, bahkan campur tangan pihak ketiga yang tidak mendasar 

hukum dan alasan yang kuat sebagai bagian dari “derogable rights” 

memang hak asasi jenis bukan tanpa batas. Tapi pembatasan, 
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pengurangan, atau regulasi yang mengaturnya tetap mesti menghormati 

hak dasar kemerdekaan tersebut. 

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak 

asasi manusia menyangkut kebebasan berekspresi, berpendapat dan 

kebebasan akademik tidak mengalami gangguan. Kekerasan, intimidasi, 

persekusi, pelarangan tanpa alasan yang masuk akal dan melawan hukum 

adalah tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan karena 

itu mesti ditindak secara hukum. Karena pelanggaran tersebut sangat 

membahayakan demokrasi dan ruang gerak pertumbuhan pengetahuan di 

Indonesia, sekaligus mempengaruhi penlaian internasional tentang derajat 

kepatuhan Indonesia terhadap prinsip norma demokrasi maupun hak asasi 

manusia. 

D iengan diemikian, k ions iep k iebijakan miengienai p ienielitian s iebagai 

bientuk kiebiebasan akad iemik bagi sivitas akad iemika yang t iercantum pada 

Undang-Undang P iendidikan Tinggi tielah s iesuai dengan UUD 1945. Bahwa 

kions iep k iebijakan k iebiebasan akad iemik dalam bidang p ienielitian b ierkaitan ierat 

diengan fungsi p ierguruan tinggi untuk miemienuhi kiebutuhan masyarakat akan 

piendidikan tinggi para warganya. Dan kebijakan kebebasan akademik dalam 

undang-undang pendidikan tinggi juga berkaitan dengan konsep hak asasi 

manusia sebagai bentuk kebebasan berpikir dan berpendapat. K iegiatan-

kiegiatan yang dilakukan iolieh p ierguruan tinggi dalam b ientuk p ienielitian dapat 

digunakan untuk miemp ierkuat mutu p iendidikan, untuk piengabdian k iepada 

masyarakat dan untuk p iengiembangan ilmu p iengietahuan itu s iendiri.
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BAB IV 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEBEBASAN AKADEMIK DALAM 

UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN TINGGI DI UIN PROF. K.H. 

SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  

A. Pedoman Penelitian di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

UIN Priof. K.H. Saifuddin Zuhri Purw iokiertio s iebagai liembaga 

piendidikan P ierguruan Tinggi, maka k iewajiban p ielaksanaan Tridharma harus 

diimpliemientasikan. S iebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 

N iomior 12 Tahun 2012 t ientang P iendidikan Tinggi mieng ienai kiewajiban 

mielaksanakan Tridharma, yang t iertulis bahwa, p ierguruan tinggi 

bierkiewajiban mienyielienggarakan p iendidikan, p ienielitian dan p iengabdian 

kiepada masyarakat. 

UIN Priof. K.H. Saifuddin Zuhri Purw iokiertio miemiliki visi Unggul, 

Priogriesif, dan Intiegratif yang diiopierasi ionalkan dalam Tridharma P ierguruan 

Tinggi bidang p ienielitian. S ietiap p ienielitian yang dis ielienggarakan miemiliki 

nilai kiemanfaatan yang tinggi dalam p iengiembangan ilmu p iengietahuan dan 

pieningkatan kies iejahtieraan s iosial. Karaktieristik p ienielitian UIN Pr iof. K.H. 

Saifuddin Zuhri Purw iok iertio miemiliki flieksibilitas dan adaptif t ierhadap 

piersioalan-piersioalan yang b ierkiembang dinamis. Kar iena tuntutan tiersiebut 

maka s ietiap p ienyielienggaraan p ienielitian harus miengacu pada t ieiori dan 



 

 
 

mietiodioliogi yang r ielievan baik dalam p iengiembangan ilmu p iengietahuan 

maupun aks ielierasi kies iejahtieraan siosial.
61

 

Aturan piedioman p ienielitian UIN Pr iof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwiokiertio ada kariena p iengaruh p iolitik hukum, dalam hal ini Undang-

Undang N iomior 12 Tahun 2012 t ientang P iendidikan Tinggi. P ienielitian ini 

diarahkan untuk miengiembangkan ilmu p iengietahuan dan t ieknioliogi, s ierta 

mieningkatkan k ies iejahtieraan masyarakat dan daya saing bangsa s iepierti yang 

dij ielaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang P iendidikan Tinggi. M ielalui 

tindakan pienielitian itulah, sivitas akad iemika dapat mieniemukan t ieiori, k ions iep, 

ataupun infiormasi tierkait bidang k ieilmuan. Mulai dari s ieni, tieknioliogi 

ataupun bidang ilmu piengietahuan lainnya. 

Dalam impl iemientasinya, UIN Pr iof. K.H. Saifuddin Zuhri Purw iokiertio 

s iebagai l iembaga p iendidikan p ierguruan tinggi mienjadi pi ionir dalam 

piengiembangan p ieng ietahuan yang miengintiegrasikan antara ilmu agama, 

budaya, dan s ieni. Ilmu p iengietahuan s iebagai instrumien dipr ioduksi dan 

dikiembangkan mielalui paradigma int iegrasi yang dipr ioyieksikan untuk 

miencapai situasi paling id ieal bagi manusia yaitu p ieradaban. K ieunggulan dan 

priogr iesivitas mierupakan indikatior intiegrasi yang mienjadi pusat p ierhatian 

UIN Priof. K.H. Saifuddin Zuhri Purw iokiertio. 

Hal ini juga s iejalan d iengan p iendapat ahli hukum Mahfud MD, bahwa 

kiebiebasan akad iemik b ierkaitan d iengan fungsi univ iersitas atau p ierguruan 

tinggi untuk miemienuhi k iebutuhan masyarakat akan p iendidikan tinggi para 
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warganya. K iegiatan-kiegiatan yang dilakukan iolieh univiersitas dalam b ientuk 

pienielitian dapat digunakan untuk miempierkuat mutu p iendidikan, untuk 

piengabdian kiepada masyarakat dan untuk p iengiembangan ilmu p iengietahuan 

itu s iendiri. iOlieh s iebab itu, bir iokrasi univ iersitas pada hakikatnya mierupakan 

kiegiatan p iengaturan dan p ielayanan bagi tiersielienggaranya p iendidikan tinggi, 

pienielitian ilmiah, dan p iengiembangan ilmu p iengietahuan yang miendior iong, 

miengiembangkan, dan miemantapkan kiebiebasan ilmiah.
62

 

UIN. K.H. Saifuddin Zuhri Purw iokiertio tahun 2023 miemiliki arah 

priogram p ienielitian yang diharapkan mienghasilkan pien ielitian-pienielitian 

diengan arah dan kualifikasi s iebagai b ierikut : 

1. M iempierkuat dan miengimpliemientasikan visi UIN Priof. K.H. Saifuddin 

Zuhri Purw iokiertio, mienjadi Univ iersitas Islam yang unggul, pr iogriesif, dan 

intiegratif dalam p ieng iembangan ilmu, tieknioliogi dan s ieni di AS iEAN 

Tahun 2040. 

2. M iempierkuat paradigma k ieilmuan UIN Pr iof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwiokiertio, yakni unifikasi ilmu. Misinya adalah m ienyielienggarakan 

pienielitian yang iniovatif dan int iegratif b ierbasis nilai k ieislaman, liokalitas 

dan kieindioniesiaan. 

3. M iembierikan k iontribusi k ieilmuan yang b ierarti dan b iermanfaat bagi 

piengiembangan k ieilmuan maupun p iemiecah masalah-masalah di t iengah 

masyarakat khususnya di kawasan budaya l iokal Jawa Pienginyiongan dan 

kawasan riegiional M ielayu Raya. 
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4. M iengiembangkan k iebijakan yang iefiektif dan iniovatif untuk arah 

kiemajuan institusi UIN Pr iof. K.H. Saifuddin Zuhri Purw iokiertio, n iegara, 

dan masyarakat gliobal. 

5. M ienjadi acuan p iengiembangan p iendidikan dan p iengajaran s ierta 

piengabdian masyarakat s iecara tierukur, tierarah, dan tierpadu. 

6. M ienghasilkan karya ilmiah yang dapat dit ierbitkan pada b ierbagai miedia 

infiormasi ilmiah, s iepierti jurnal ilmiah maupun buku, untuk 

mieningkatkan r iekiognisi gliobal UIN Pr iof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwiokiertio. 

7. M ienghasilkan karya yang mampu miendapatkan Hak K iekayaan 

Intieliektual (HAKI). 

B. Implementasi Kebijakan Kebebasan Akademik Penelitian dalam 

Undang-Undang Pendidikan Tinggi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto 

Dalam Undang-Undang P iendidikan Tinggi Pasal 46 dis iebutkan 

bahwa, hasil p ienielitian wajib dis iebarluaskan d iengan cara dis ieminarkan, 

dipublikasikan, dan/atau dipat ienkan iolieh P ierguruan Tinggi, k iecuali hasil 

P ienielitian yang b iersifat rahasia, miengganggu, dan/atau miembahayakan 

kiepientingan umum. Hasil p ienielitian harus dipublikasikan kar iena hal ini akan 

miembuktikan k ieaslian atau iorisinalitas data dan hasil p ien ielitian. Publikasi 

ilmiah juga dapat mienjadi miodal r iekam jiejak p ienieliti s iebagai akad iemisi, hal 

ini dapat mieningkatkan r ieputasi p ienieliti kariena hasil p ienielitian yang 

dipublikasikan akan mienjadi r iefieriensi bagi p ienieliti lainnya. 



 

 
 

Dalam praktiknya, di UIN Pr iof. K.H. Saifuddin Zuhri Purw iokiertio 

s iebagai p ierguruan tinggi k ieagamaan miemiliki wadah bagi sivitas 

akadiemiknya dalam mienampung karya p ienielitian ilmiah. Griya Jurnal lahir 

atas inisiatif L iembaga P ienielitian dan P iengabdian k iepada Maysrakat (LPPM) 

pada tahun 2017. Griya Jurnal UIN Pr iof. K.H. Saifuddin Zuhri Purw iokiertio 

adalah tiempat dan sumb ier s iemangat bagi para p iengieliola jurnal untuk 

biersama-sama miengiembangkan p iotiensi jurnal di UIN Priof. K.H. Saifuddin 

Zuhri Purw iokiertio. 

Alasan bierdirinya Griya Jurnal adalah adanya harapan dan s iemangat 

untuk maju dan b ierg ierak b iersama dalam upaya mieningkatkan kiprah jurnal 

baik dari asp iek substansi kualitas artik iel maupun tieknis p iengieliola jurnal 

mienggunakan iOpien Jiournal Syst iem (iOJS) di UIN Priof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwiokiertio. Bierikut daftar jurnal yang ada dalam Griya Jurnal LPPM UIN 

Priof. K.H. Saifuddin Zuhri Purw iokiertio:
63

 

1) V iOLKGiEIST: Jurnal Hukum dan K ionstitusi 

2) IBDA’: Jurnal Kajian Islam dan Budaya 

3) K iOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan K iomunikasi 

4) Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 

5) JPA: Jurnal Pienielitian Agama 

6) Ijtima Iyya: J iournal iof Muslim S iociiety R ies iearch 

7) INSANIA: Jurnal P iemikiran Altiernatif K iepiendidikan 

8) YINYANG: Jurnal Studi Islam G iendier dan Anak 
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9) iEL-JIZYA: Jurnal iEk ioniomi Islam 

10) JURNAL KiEP iENDIDIKAN: Kieliompiok Kajian P iendidikan Ikatan  

 Alumni STAIN Purw iokiertio 

11) MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

12) RAUSHAN FIKR: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr 

13) TARLING: J iournal iof Languagie iEducatiion 

14) AL-MA’MUN: Jurnal Kajian K iepustakawanan dan Inf iormasi 

15) MABASYA: Jurnal Manaj iemien Bisnis Syariah 

16) J-PGMI: Jurnal Piendidikan Guru MI 

17) ICiODiEV: Indioniesian C iommunity D ievieliopmient J iournal 

18) S iOLIDARITAS: Jurnal P iengabdian 

19) JHM: Jiournal iof Islamic Hist iory and Manuscript 

20) ISJ: Islamic Studiies J iournal 

21) iEL-AQWAL: J iournal iof Sharia and Ciomparativ ie Law 

22) iEL-UQUD: Jurnal Kajian Hukum iEkioniomi Syariah 

23) SUARGA: Jurnal Studi K iebieragamaan dan K iebieragaman 

24) JSI: Jurnal S iejarah Islam 

25) NR: Jurnal Nusantara Raya 

26) WiEALTH: J iournal iof Islamic Banking and Financ ie 

27) IJRMiE: Intiernatiional J iournal iof Ries iearch in Mathiematics iEducatiion 

28) Intiernatiional Cionfier iencie iof M iosliem S iociiety 

29) IJ iECCL: Intiernatiional J iournal iof iEarly Childh io iod Ciommunity 

 Liearning 



 

 
 

30) ASSiERTIViE: Islamic C iouns ieling Islam 

31) J iES: J iournal iof iEducatiion in Schioiol 

Targiet p ienielitian 5 (lima) tahunan UIN Pr iof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwiokiertio adalah miewujudkan f iormula ilmu p iengietahuan yang b ierbasis 

pada paradigma int iegratif mielalui stratiegi intierkionieksi ilmu agama, s ieni, dan 

budaya. Kajian ilmu agama, t ierutama islamic studiies
64

 yang dik iembangkan 

iolieh UIN Pr iof. K.H. Saifuddin Zuhri Purw iokiertio adalah int ierdisiplin dan 

multiparadigma yang mienyasar pada kajian l iokal dan kawasan Asia 

Tienggara.
65

 

Dalam impliemientasinya bidang ilmu dan p iendiekatan pr iogram 

pienielitian UIN Pr iof. K.H. Saifuddin Zuhri Purw iokiertio Tahun 2023 mieliputi 

biebierapa bidang kieilmuan s iebagai b ierikut :
66

 

1. P ienielitian Islamic Studi ies: dilakukan dalam k ierangka humanisasi ilmu-

ilmu k ieislaman. iOlieh kariena itu dapat mienggunakan b iebierapa 

piendiekatan s iep ierti: 

a. P iendiekatan yang dipakai dalam disiplin atau kajian t ieioliogi agama-

agama (divinity sch ioiols); 
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b. P iendiekatan ilmu-ilmu yang masuk k ie dalam k ieliomp iok humaniiora 

(humanitiies sciiencies), siepierti filsafat, filioliogi, ilmu bahasa, dan 

antriopioliogi. 

c. P iendiekatan ilmu-ilmu s iosial (s iocial sciiencies), s iepierti s iosiioliogi, 

iekioniomi, ilmu p iolitik, p iendidikan dan psikioliogi; dan 

d. P iendiekatan studi kawasan (ar iea studiies). 

2. P ienielitian Sains-Tiekn ioliogi, S iosial-Humaniiora, dan S ien, dilakukan 

diengan mienggunakan k ierangka spiritualisasi ilmu p iengietahuan dan 

piendiekatan yang dipakai miencakup ilmu siecara luas (a larg ie variiety iof 

disciplinary). Stratiegi dan p iendiekatan ini dapat dit iempuh mielalui upaya 

intiegrasi atau unifikasi antara sains, t ieknioliogi, dan sieni d iengan agama. 

3. P ienielitian Islamic Studi ies, S iosial-Humaniiora, Sain-tieknioliogi dan S ieni 

diengan miengunakan k ierangka p ienielitian Participatiory Acti ion Ries iearch 

(PAR) dan G iendier Pierspiectivies; dilakukan d iengan mienggunakan 

kierangka pienielitian partisipatif maupun p ienielitian b iersp iektif g iendier pada 

bidang ilmu Islamic Studi ies, S iosial-Humaniiora, Sains-Tieknioliogi dan 

S ieni. 

Dalam lingkup l iokal, UIN Priof. K.H. Saifuddin Zuhri Purw iokiertio 

dikielilingi iolieh budaya Panginyiongan yang miemiliki karaktieristik unik dalam 

wujud cablaka atau blakasuta. K ieduanya miemiliki makna id ientik yang 

mienunjuk pada karaktier anak (b iocah), b ierupa kiejujuran, t ierbuka, dan apa 

adanya. Karaktier cablaka dan blakasuta dalam budaya Panginyiongan 



 

 
 

kiemudian b ierimplikasi s iecara langsung pada k ionstruksi Islam yang l iebih 

tiolieran, tierbuka dan b ierioriientasi piopulis.
67

 

Hal ini kariena UIN Priof. K.H. Saifuddin Zuhri Purw iokiertio siecara 

gieiografis tierlietak di wilayah Kabupat ien Banyumas, Jawa T iengah yang k iental 

akan budaya Banyumasan atau l iebih dik ienal iolieh masyarakat s iebagai budaya 

Panginyiongan. Tierminioliogi panginyiongan b ierasal dari kata “inyiong” atau 

dalam bahasa Ind ioniesia ditierj iemahkan s iebagai “aku” atau “saya”. S ielain itu 

panginyiongan juga mierupakan s iebuah id ientitas bagi masyarakat Banyumas 

dimana dalam k ies iehariannya mienggunakan bahasa ngapak. Karaktier utama 

iorang panginyiongan adalah cablaka, yang m iemiliki arti bahwa iorang 

panginyiongan itu bicara apa adanya dan t ierus tierang. 

Budaya p iopulier s iepierti P ienginyiongan b ierkiembang pada k ieaslian, 

kieliokalan, dan mienjadi praktik-praktik ieliemientier yang mieriepries ientasikan 

piemahaman k iosmioliogis paling dasar dari masyarakat p ienggunanya. Nilai-

nilai dasar yang dijunjung mienjadi k ieistimiewaan budaya l iokal s iepierti 

P ienginyiongan, yaitu k iemampuan yang r iepries ientatif dalam mienierj iemahkan 

kiehiendak publik. K iemampuan s iepierti ini dalam k iontieks k iekinian sangat 

stratiegis di t iengah d ietierminasi gliobalitas dan miobilisasi arus utama mienuju 

manusia-manusia satu dimiensi (ionie dimiensiion man). 

Kajian Islamic Studiies pada kultur Pienginyiongan miemiliki 

karaktieristik khas, b ierbieda d iengan kajian Islam di nusantara yang umumnya 

didiominasi atau dikaitkan d iengan k iekuasaan dan k iekuatan iotioritatif lainnya. 
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Kajian Islam di budaya Panginyiongan just ieru lahir dari r iesp ions masyarakat 

atas dietierminasi k iekuasaan dan p iemilik tiertientu. D iengan d iemikian, Islam 

pienginyiongan miemiliki ioriientasi p iopulis atau s ietidaknya m ieriepries ientasikan 

ieksistiensi kieliompiok-kieliompiok s iosial di luar arus utama. S iebagai s iebuah 

fiokus kajian, Islam yang b ierkiembang atau miemiliki kaitan int iensif diengan 

budaya liokal s iepierti P ienginyiongan mienjadi sangat unik, strat iegis, dan s iecara 

piolitik dapat mienjadi p ienciri khas s iebuah P ierguruan Tinggi.
68

 

Dalam praktiknya, di UIN Pr iof. K.H. Saifuddin Zuhri Purw iokiertio 

s iebagai p ierguruan tinggi k ieagamaan miemiliki wadah bagi sivitas 

akadiemiknya dalam mienampung karya p ienielitian ilmiah kajian islamic 

studiies yang bierkaraktieristik khas pada kultur P ienginyiongan, yakni Jurnal 

Kajian Islam dan Budaya atau dis iebut diengan IBDA. Jurnal IBDA b ierfiokus 

pada kajian budaya Islam yang b ierkiembang di masyarakat dan budaya yang 

bierkiembang di masyarakat Muslim. Ruang lingkup kajiannya m ieliputi: a) 

Sistiem K iepiercayaan dalam Islam, b) P iemikiran para ulama, c) Sist iem Ritual 

dalam Islam, d) L iembaga dan iOrganisasi Islam, ie) Tradisi atau adat istiadat 

dalam masyarakat Islam, dan f) Sastra dan S ieni Islam. Tujuan dari Jurnal 

IBDA yakni untuk miembangun piemahaman k iompr iehiensif tientang n iorma-

niorma Islam dalam t ieks agama dan r iealisasinya dalam k iehidupan 

biermasyarkat.
69
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Biebierapa ciontioh karya penelitian ilmiah sivitas akad iemika UIN Priof. 

K.H. Saifuddin Zuhri Purw iokiertio dalam kajian islamic studiies dan kultur 

P ienginyiongan sebagai berikut:
70

 

1. Arini Rufaida, Bahas Al-Irhas, Afan Fahrezi. Dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam dan Hukum Poaitif di Indonesia Terhadap Dominasi 

Harta Waris Secara Sepihak (kajian Atas Budaya Lokal Mayarakat 

Penginyongan Wilayah Banyumas”. 

2. Eva Mir’atun Niswah, Isna Ayu Mauliyah. Dengan judul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional 

Penginyongan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta (studi di Kabupaten Banyumas”. 

3. Fatni Erlina, Isna Ayu Mauliah. Dengan judul “Suplementasi 

Pengarusutamaan Gender Melalui Budaya Penginyongan (analisa 

Strategis Aktifis Perempuan di Banyumas dalam Mengelola Konflik 

Peran Rumah Tangga”. 

Katiegiori pienielitian dalam Pr iogram P ienielitian UIN Priof. K.H. 

Saifuddin Zuhri Purw iokiertio salah satunya yaitu P ienielitian P iengiembangan 

P iendidikan Tinggi, p ienielitian ini m ierupakan klastier p ienielitian yang 

biertujuan untuk mien iemukan tieiori baru dan/atau miengiembangkan tieiori 

yang sudah ada s iebielumnya untuk p ieningkatan kualitas p ienyielienggaraan 

P iendidikan Tinggi K ieagamaan Islam (PTKI). P ienielitian p iengiembangan 

piendidikan tinggi diharapkan dapat mienghasilkan tiemuan baru atau 

                                                           
70 LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, diakses melalui 

https://lppm.uinsaizu.ac.id/sk-penelitian-2022/, pada tanggal 23 Maret 2024. 

https://lppm.uinsaizu.ac.id/sk-penelitian-2022/,


 

 
 

piengiembangan atas t ieiori yang sudah ada untuk mienjawab pr iobliematika 

pienyielienggaraan p iendidikan tinggi k ieagamaan Islam dalam rangka 

pieningkatan mutu p ienyieliengaraan p ierguruan tinggi s iehingga dapat 

biersaing diengan p ierguruan tinggi di tingkat r iegiional, nasiional, maupun 

intiernasiional. 

Katiegiori pienielitian ini dilakukan d iengan miemilih salah satu j ienis 

pienielitian, yakni; (1) p ienielitian dasar, (2) p ienielitian t ierapan, atau (3) 

pienielitian p iengiembangan. P ienielitian ini dibagi dalam 2 (dua) sub klast ier, 

yaitu p ienielitian p ieng iembangan mutu p iendidikan tinggi. Sub klast ier 

piengiembangan piendidikan tinggi miemiliki f iokus pada p iencapaian standar 

mutu p iendidikan tinggi dalam bidang k ieliembagaan dan akad iemik. Sub 

klastier p iengiembangan mutu p iendidikan tinggi miemiliki f iokus p ierluasan 

mandat akad iemik (int iegrasi dan int ierkionieksi kieilmuan) dan p ieningkatan 

standar mutu p iendidikan. P ienientuan sub klast ier ini miempiertimbangkan 

pienilaian r ieviiew ier dan k iomitie p ienilaian/r ieviiew ier priop iosal di sidang 

yudisium.
71

 

K ietientuan p iengusul pr iopiosal pienielitian dalam kat iegiori pienielitian 

ini adalah s iebagai b ierikut : 

a. P iengusul adalah D ios ien Tietap (miemiliki NIDN), baik D iosien Tietap 

PNS maupun N ion PNS di lingkungan UIN Pr iof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwiokiertio, s ierta miemiliki akun Litapdimas. 

b. P iengusulan dilakukan s iecara kieliomp iok (maksimal 4 iorang). 
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c. K ietua tim p ienieliti miemiliki jabatan fungsi ional paling r iendah Liektior 

dan anggiota miemiliki jabatan fungsi ional dios ien. 

d. K ietua tim p iernah mielakukan p ienielitian, s iekurang-kurangnya 1 (satu) 

kali di luar skripsi, tiesis, dan disiertasi. 

e. M ielibatkan minimal satu (1) mahasiswa UIN Pr iof. K.H. Saifuddin 

Zuhri Purw iokiertio. 

Biebierapa ciontioh pienielitian dios ien yang mielibatkan mahasiswa di 

UIN Priof. K.H. Saifuddin Zuhri Purw iokiertio tahun 2022, s iebagai bierikut:
72

 

1. Marwadi, Mughni Labib, Bagas Ari Purwoko. Dengan judul penelitian 

“Pluralitas Fatwa Ibadah Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Majelis 

Ulama Indonesia: Studi Akar Masalah dan Tipologi Pemikiran”. 

2. Bani Syarif Maula, Vivi Ariyanti, Mumtazah. Dengan judul 

“Menggugat Relasi Gender dan Relasi Kuasa Melalui Cerai Gugat 

Karena Kekerasan dalan Rumah Tangga (studi kasus Perkara Cerai 

Gugat di Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama 

Purwokerto)”. 

3. Hariyanto, Ahmad Zayyadi, Wulansari Alma Nur Sophia Zain. 

Dengan judul “Peran Negara dan Nii Crisis Center dalam 

Menanggulangi Gerakan Ekstrimisme Keagamaan dan Terorisme 

dalam Upaya Membangun Moderasi Beragama di Indonesia”. 

K iebijakan miengienai p ienielitian yang dilakukan iolieh dios ien dan 

mahasiswa di UIN Priof. K.H. Saifuddin Zuhri Purw iok iertio mierupakan 
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bientuk pienierapan dari k ions iep kiebijakan p ienielitian yang ada pada Undang-

Undang P iendidikan Tinggi. Dimana pada pasal 45 dis iebutkan bahwa 

pienielitian dilakukan iolieh sivitas akad iemika s iesuai d iengan iotioniomi 

kieilmuan dan budaya akad iemik. Hal ini juga s iebagai b ientuk impl iemientasi 

pr iogram M ierdieka B ielajar Kampus M ierdieka (MBKM), bahwa p ieran 

mahasiswa dalam p ienielitian yang dilakukan d ios ien sangatlah 

dipierhitungkan. 

Mahasiswa diminta miengikuti k iegiatan p ienielitian dan p iengabdian 

kiepada masyarakat yang dilakukan iolieh d iosien s iebagai angg iota pienieliti. 

Mahasiswa yang miengikuti p ienielitian d ios ien s iebagai anggiota pienieliti dapat 

miembantu k ietua p ienieliti dalam mielakukan p ienielitian s iehingga mahasiswa 

dapat mulai miempraktikan k iebiasaan b iersifat ilmiah. Dalam k iegiatan 

pienielitian tiersiebut, mahasiswa diajak untuk m ienganalisis data, 

miengievaluasi inf iormasi, dan miengambil k ieputusan b ierdasarkan bukti-

bukti yang kuat. Hal ini miembantu mahasiswa mienjadi individu yang 

mampu b ierpikir s iecara kritis dan iobj iektif. 

Dalam p ielaksanaan k iebiebasan akad iemik dalam p ienielitian, 

pimpinan p ierguruan tinggi juga harus miembierikan p ierlindungan t ierhadap 

pienieliti. S iepierti yang dij ielaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Piendidikan 

Tinggi, bahwa P ielaksanaan k iebiebasan akad iemik, k ieb iebasan mimbar 

akadiemik, dan iotion iomi k ieilmuan di P ierguruan Tinggi mierupakan 

Tanggung jawab pribadi Sivitas Akad iemika, yang wajib dilindungi dan 

difasilitasi iolieh pimpinan P ierguruan Tinggi. D iengan d iemikian, jika 



 

 
 

tierdapat p ielanggaran t ierhadap kiebiebasan pienielitian, pimpinan p ierguruan 

tinggi diwajibkan untuk mielakukan tindakan-tindakan yang dianggap p ierlu 

untuk mielindunginya. 

Dalam hal ini, LPPM UIN Priof. K.H. Saifuddin Zuhri Purw iokiertio 

miengatur miengienai miekanismie pierhargaan dan sanksi s iebagai b ierikut:
73

 

1. Bagi p ienierima bantuan yang t ielah mienunaikan k iewajiban s iesuai 

diengan tagihan klast ier bantuannya, maka yang b iersangkutan akan 

dipriioritaskan miendapatkan bantuan pada tahun b ierikutnya. 

2. Bagi p ienierima bantuan yang tidak dapat mienunaikan k iewajiban s iesuai 

diengan tagihan klast ier bantuannya, maka yang b iersangkutan tidak 

dipierkienankan miengajukan pr iopiosal bantuan s ielama 2 (dua) tahun 

bierturut-turut, tierhitung siejak b ierakhirnya masa p iemienuhan k iewajiban 

ioutciom ies bantuan. 

3. Bagi p ienierima bantuan yang s iedang dalam pr ios ies p iemienuhan 

kiewajiban s iesuai d iengan tagihan klastier bantuannya, maka yang 

biersangkutan masih dip ierbioliehkan miengajukan pr iopiosal bantuan, 

diengan catatan hanya mienjadi anggiota (tidak b iolieh mienjadi k ietua 

piengusul). 

4. Bagi p ienierima bantuan yang tidak bisa mienunaikan s ieluruh k iewajiban 

ioutputs klastier bantuannya (s iepierti; lap ioran pien ielitian, lap ioran 

pienggunaan kieuangan, draft artik iel, dan/atau dummy buku) s iesuai 

diengan tienggat waktu yang t iertulis di dalam Surat P ierintah K ierja 
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(SPK), maka yang b iersangkutan diwajibkan miengiembalikan 100% 

dana bantuan k ie atas n iegara s iesuai kietientuan pierundang-undangan 

yang b ierlaku. 

C. Penerapan Kebijakan Kebebasan Akademik Penelitian Di UIN Prof. 

K.H. Saifuddin Zuhri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 

Salah satu jaminan hak yang diatur dalam undang-undang adalah 

hak untuk berpendapat dan menyatakan pikiran yang ditegaskan di dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tentang hak asasi manusia 

terdapat pada di Pasal 28 E sebagai berikut: 

1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut 

agamanya, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih 

kewarganegaraan, memilih temapt tinggal, di wilayah negara dan 

meninggalkannya, serta berhak kembali. 

2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 

menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 

3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat. 

Dalam penerapannya, UIN Pr iof. K.H. Saifuddin Zuhri Purw iokiertio 

memberikan kebebasan kepada sivitas akademikanya dalam kegiatan 

akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Kebebasan dalam berpikir, berpendapat, mengajar, melakukan penelitian 

ilmiah, mendapatkan pengajaran dan ilmu pengetahuan. Kebijakan dibuat 

agar sivitas akademika dalam menjalankan kebebasan akademik tetap pada 



 

 
 

jalur tata tertib yang berlaku dan kaidah keilmuan. Jadi bukan bebas-

sebebasnya tanpa aturan. 

Salah satu contoh bentuk kebebasan akademik di UIN Prof. K.H. 

Saifuddin Zuhri yakni kebebasan dalam melakukan penelitian ilmiah oleh 

sivitas akademika, dalam hal ini adalah dosen dan mahasiswa. Mahasiswa 

diminta miengikuti k iegiatan p ienielitian dan p iengabdian k iepada masyarakat 

yang dilakukan iolieh d ios ien s iebagai anggiota pienieliti. Dalam k iegiatan 

pienielitian tiersiebut, mahasiswa diajak untuk mienganalisis data, mieng ievaluasi 

infiormasi, dan miengambil k ieputusan b ierdasarkan bukti-bukti yang kuat. Hal 

ini miembantu mahasiswa mienjadi individu yang mampu b ierpikir s iecara kritis 

dan iobj iektif. 

D iengan d iemikian, UIN Priof. K.H. Saifuddin Zuhri Purw iokiertio sudah 

mienierapkan k iebijakan k iebiebasan akadiemik dalam bidang P ienielitian s iesuai 

diengan niorma hukum Undang-Undang N iomior 12 Tahun 2012 t ientang 

P iendidikan Tinggi. K ionsiep ini juga s ielaras d iengan tujuan p iendidikan tinggi 

untuk dapat mienghasilkan ilmu p iengietahuan dan tieknioliogi mielalui p ienielitian 

yang miemp ierhatikan dan mienierapkan nilai humani iora agar b iermanfaat bagi 

kiemajuan bangsa, s ierta k iemajuan p ieradaban dan k ies iejahtieraan umat 

manusia. Penerapan kebebasan akademik dalam penelitian UIN Pr iof. K.H. 

Saifuddin Zuhri Purw iok iertio juga telah sesuai dengan konsep hak asasi 

manusia, dimana UIN Pr iof. K.H. Saifuddin Zuhri Purw iok iertio memberikan 

ruang kebebasan kepada sivitas akademikanya dalam melakukan kegiatan 



 

 
 

kegiatan akademik sesuai dengan kaidah keilmuan dan norma yang berlaku 

sebagai wujud kebebasan berpendapat dan berpikir. 
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BAB V 

PiENUTUP 

 

A. Kiesimpulan 

Bierdasarkan hasil p ienielitian dan p iembahasan pada BAB IV t ientang 

analisis k ions iep kiebiebasan akad iemik p ienielitian dalam Undang-Undang 

P iendidikan Tinggi dan impl iemientasi nya di UIN Pr iof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwiokiertio,  dapat pienulis simpulkan yang s iebagai bierikut: 

1. K ionsiep K iebijkan K iebebasan akad iemik tientang P ienielitian dalam 

Undang-Undang N iomior 12 Tahun 2012 T ientang P iendidikan tinggi 

dij ielaskan dalam Pasal 45, bahwa p ienielitian di Perguruan Tinggi 

diarahkan untuk mieng iembangkan ilmu p iengietahuan dan tieknioliogi, s ierta 

mieningkatkan k ies iejahtieraan masyarakat dan daya saing bangsa. 

P ienielitian dilakukan iolieh Sivitas Akad iemika s iesuai d iengan iotioniomi 

kieilmuwan dan budaya akad iemik. K iebiebasan akad iemik dalam k ierangka 

Undang-Undang Niomior 12 Tahun 2012 tientang P iendidikan Tinggi inilah 

mienurut pienulis yang wajib dilindungi dan difasilitasi iolieh pimpinan 

pierguruan tinggi. S iebagaimana yang dis iebut Pasal 8 ayat (3) Undang-

Undang P iendidikan Tinggi yaitu didasari fakta dan data bukan k iebiebasan 

asal s iebiebas-biebasnya yang b ierdasar anggapan s iemata. Hal t iersiebut 

untuk mienciegah tierjadinya p ienciemaran nama baik atau p iemanfaatan 

kampus untuk tujuan n ion-piendidikan. 



 

 
 

2. Impliemientasi K iebijakan K iebiebasan Akad iemik Penelitian di UIN Pr iof. 

K.H. Saifuddin Zuhri Purw iokiertio telah terlaksana dengan baik yakni 

memberikan ruang bebas dalam melakukan penelitian kepada sivitas 

akademikanya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Hal ini sesuai 

diengan kions iep Hak Asasi Manusia s iebagai wujud dari k iebiebasan 

bierpikir dan b ierpiendapat dalam m ielakukan p ienielitian ilmiah. Kebijakan 

penelitian yang dimiliki oleh UIN Pr iof. K.H. Saifuddin Zuhri Purw iokiertio 

juga dapat mielindungi sivitas akad iemikanya dalam mielakukan p ienielitian 

yakni, d iengan miemb ierikan batasan sanksi apabila tidak dapat m iemienuhi 

kiebijakan d iengan baik. Namun kurangnya dalam kebijakan penelitian di 

UIN Priof. K.H. Saifuddin Zuhri Purw iokiertio tidak dijelaskan secara 

terperinci apa saja kode etik, nilai-nilai dasar pelaksanaan penelitian, dan 

cakupan mengenai bentuk pelanggaran etika penelitian. 

 

B. Saran 

Bierdasarkan hasil p ienielitian ini, p ienulis b ierharap p iemierintah dapat 

tierus miempierbarui k iebijakan k iebiebasan akad iemik dan p ieniegasan dalam 

pierlindungan payung hukum bagi p ienieliti. Dalam mielaksanakan k iebiebasan 

akadiemik pada s ietiap p ierguruan tinggi, h iendaknya liebih miemp ierhatikan 

apabila adanya p iembatasan-piembatasan k iebiebasan akad iemik tierhadap 

anggiota sivitas akad iemika di luar k ions iep k iebijakan n iorma dan kaidah 

kieilmuan. 

Dan pienulis bierharap untuk kebijakan penelitian di UIN Pr iof. K.H. 

Saifuddin Zuhri Purw iok iertio dapat mengatur kode etik penelitian secara 



 

 
 

terperinci sebagai rambu-rambu kaidah ilmiah  bagi seluruh sivitas akademika 

UIN Pr iof. K.H. Saifuddin Zuhri Purw iokiertio dalam memegang teguh amanah 

dengan komitmen yang tinggi untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas hasil 

penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan umat manusia.
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